BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR {2 TAHUN 2017

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus
dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya
dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis
bangunan geduhg agar menjamin keselamatan

penghuni dan hngkungannyae;

b. bzhwa untuk melaksanakan ketentuan FPasai L09
ayat (1) Peraluran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

¢. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten = Pringsewu
Nomeor 4 Tabun 2012 tentang Bangunan Gedung
masih terdapat kekurangan dan tidak lagi sesuai
dengan perkembangan Kebutuhan tnasyarakat dan
perundang-undangan di bidang bangunan gedung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ¢,
perlu  menetapkan Peraturan Daerah tentang
Bangunan Gedung,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabhun 1943,

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4725},
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Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pemmbentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung ([Lembararn Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomotr 1895, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peralucarn Perundang-undangan
iLembaran Negara Republik mdonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara Repubhk
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negama Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahamn
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dinbah heberapaksli terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tghun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5670);

Peraturan Pemernintah Nomor 2/ Tahiun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Dealam Penyelenggaraan Negara (Lemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tehun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 63, Tambahan Lembsauwan Negara Republik
Indonesia 3955) sebagaimana telash diuhah dengan
Peraturann Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomer 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5092);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Pengpunaan Spekiuum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomaor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4385);
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Peraturan Pemerintah Nomer 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanagan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambshan Lembaran HNegara Republik Indonesia
Nomaor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35103};

. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang

Pemhangunan Bangunan Gedung Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011);

Keputusan Presiden Nemor 33 Tahun 1990 tentang
Penggunaan Tanah Bag Kawasan Industri;

Keputuean Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 50j;

Peraturan  Menteri Pekeraan Umum Nomor
63/PRT;/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
dan Bekas Sungai;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
b6/ PRT/} 1993 tentang Persyaratan Teknis
Penyclenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangks
Penanaman Modal,;

Peraluran Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
14 /PERMEN /M /2006 tentang Penyelenggaraan
Perumahan Kawasan Khusus:

TPeraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
16 /FERMEN/M/2006 tentang  Penvelenggaraan
Perumahan Kawasan Industr;

Peratuiran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
20/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung;
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Peraturan Menteri Pekerizan Umum  Nomeor
3D/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas
dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

Peraturan Menteri Pekergaan Umum  Nomor
05 /PRT/M 2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat
Tinggi,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
D6 /PRT/Mf2007 tentang Peduman Umum Rencana

Tata Bangunan dan Lingkungan;

Peraturan Menten Pekerjaan Umum  Numor
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan;

Peraturan Menteri Pekerjpan Umum  Nomor
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
26/PRT/M;/2007 tentang Pedoman Tim AhH
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekejaan Umum  Nomor
45/PRT/M /2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunen Gedung Negars;

.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor

5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau «di Kawasan
Perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjazn Umum  Nomor
24 /PRT/M/2008 1lentang Pedoman Pemeliharaan
dan Perawatan Bangunan Gedung;

Peraturann Mentenn Pekerjasan Umum  Nomor
25/PRT/M/ 2008 tentang Penvusunan Rencana
Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

Peraturan  Menteri Peketjaan Umum  Nomor
26 /PRT/M/ 2008 tentang Persvaratan Tekmnis Sistem
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor

16/KPTS /2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW
Kabupaten;
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan
Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturun
Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTREW Daerah
Beserta Rencana Rincinya;

Peraturan Menteri Pekejaan Umum  Nomor
20/PRT /M /2009 tentang Pedoman Teknis
Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

Peraturan Menteri Pckerjaon Umum = Nomor
\6/PRT/M /2010 tentang Pedoman Teknis
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 701);

Peraturan Menteri Pekegaan Umum  Nomor
L7/PRT/M /2010 tentang Pedoman Telmis Pendataan
Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomar 702);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomar
18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi
Kawasan (Berita Negara Repuhlik Indonesia tahun
2010 Nomor 703);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup MNomor 08
Tahun 2010 tentang Kriteda dan Sertifikasi
Bangnnan Ramah Linglungan;

Peraturen Menteri Dalam Megeri Nomor 32 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomeor 276);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada
Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomeoer 1394];

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Momor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan
Gedung Cagar Budaya Yang Dilestatikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 308);

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan
Gedung Hijau (Berita Negara Republlk Indonesia
Tahun 2015 Nomor 309);

Peraturan Menteri Dalam ¥Negeri Nomor 30 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Tukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
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. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Namaor 2 Tahun

2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

Peraturan Daerah Provingi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Renrana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2009-2029;

Pcraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27
Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung
Berornamen Lampung;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2006
tentang Persyaratan dan Penerapan Arsitektur
Lampung pada Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewnu Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
{RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031
[Lemmbaran Daersh Kebupaten PFPringsewu Tahun
2011 Nomnr 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

_DEWAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU
dan

BUPATI FRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : FPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BALE |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Fengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

I.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Bupat beserta Perangkat
Deerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Pringsewu.
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Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemernintaehan dacrah,

Pemerintah  Pusat vang selanjutnya  disebut
Femerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatmu  dengan  tempal
kedudukannya, sebagian atou eeluruhnya berada
diatas dan/fatau didalam tanah dan/atan air, yang
berfungsi  sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegialan usaha, kegatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan Gedung Umum adalah bangunen gedung
vang fungsinya untuk kepentingan publik, baik
berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun
fungsi sosial dan budava.

Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung
yang digunakan untuk kepentingan umum dan
bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam
pembangunan dan/atan pemanfaatannya
membutuhkan  pengelolaan khusus  dan/atau
memiliki kompleksitag tertentu  yang  dapat
menimbulksn dampak penting terhadap masyarakat
dan lingkungannya.

Bangunan Gedung Adat merupakan bangunan
gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma
adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan
sistern nilai yang berlaku untuk dimanfaatkan sebagai
wadah kegiatan adat.

Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional
merupakan bangunan gedung wvang didirikan
menggunakan kaideahfnorma tradisional masyarakat
setempat seguai dengan hudaya yang diwariskan
secara turun temurun untuk dimanfaatkan sebagai
wadah kegiatan masyarakat sehari-han selain dari
kegiatan adat.

Klasifikazi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari
fungsi bangunan gedung berdasarkan pemcenuhean
tingkat persyaratan adminiatratif dan persyaratan
teknisnya.
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Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bhangunan
gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai
bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan  tentang  cagar
bndaya.

Bangunan QGedung Hijau adalah bangunan gedung
yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan
memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam
renghematan energl, air dan sumberdaya lainnya
melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau
sesuai dengan fungsi dan kiasifikasi dalam setiap
tahapan penyelenggaraannya.

Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi
tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan
yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada
Inkasi tertentu.

[zin Mendirikan Bangunan Gedung vang selanjuimya
disingkat IMB adalah perizinan yvang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Pringsewn kepada permlik
bangunan gedung uniuk membangun  bary,
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau
merawat  bangunan gedung  sesuai dengan
persyaratan administratif dan perayaratan tekmis.

Permohonan IZin Mendirikan Bangunan Gedung
adalah permchonan yang dilakukan  pemilik
hangunan gedung kepada Pemerintah Daerah uwntuk
mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.

Garis Sempadan adalah garis batas Juar pengaman
vang ditetapkan dalam mendirikan bangunan
dan/atan pagar yang ditarik pada jarak lertentu
sujajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan,
tepi sungat, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa,
tepi waduk, tept mata air, as rel kereta api, jaringan
tenaga listrik dan pipas pgas, tergantung jenis garis
sempadan yang dicantumkan.

Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis
maya pada persil atau lapak sebagai batas minimum
diperkenankammya  didirikan hangunan  gedung,
dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai ataun
tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atan garis
sempadan pagar atau batas persil atau tapak.

Koefisien Dasar Bangunan, vyang selanjuttya
disingkat KDBE adalah angka persentase perbandingan
antare. luas seluruh lantai dasar bangunan gedung
dan Tuas lahan/tanah perpetakan fdaerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan serta lingkungan.
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Knefigien Lantai Bangunan vang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluryh lantai bangunsan gedung dan luas tanah
perpetakan/daciah perencanaan vang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tatz bangunan seria
lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau, yang sclanjutnya disingkat
KDH adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung
vang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasal sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan serta lingkungan.

Koefisien Tapak Besemen, yang selanjutnya disingkat
KTB adalah angka persentase perbandingan arara
Iuas tapuk basemen dan luas lahan/tanah
perpetalean /daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan serta
lingkungan.

Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peratuwan
pemerititah dalam = bentuk  letentuan teknis
penyelenggaraan bangunan gedung.

. Standar Teknis adalah atandar yang dibakukan

sebagal standar tata cara, standar spesifikasi dan
standar metode uji baik berupa standar nasional
Indonesia maunpun standur intermasional yang
diberlakukan dalarn penyelenggaraan hangunan
gedung.

Rencana Tata Rusng Wilayah Kabupaten yang
selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan
tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan
dengan peraturan daecrah.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkolaan yang
selanjuinya disebut RDTR adalah penjabaran darn
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam
rencana pemanfastan kawasan perkotaan.

Peraturan Zonasi adalah kefentusn yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun uniuk sectiap
Llok/zona peruntukan yang penetapan zonanya
dalam rencana rinci tata ruang.

Rencana Taia Rangunan dan Lingkungan, yang
selanjutnya disingket RTBL adalah panduan rancang
bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memual rencana program
bangunen dan lingkungan, rencana umum dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana dan pedoman pengendalian
pelaksanaan.
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan
pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses
perencanaan teknis dan pelaksanaat konstruksi serta
kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan
pembongkaran.

Feremcanaan Teknmis adalah proscs membuat gambar
teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang
mengikuti  tahapan prarencana, pengembangan
rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri
atas; rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang laar,
rencana  tata ruang-dalam/interior serta rencana
spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan
perhitungan telmis pendukung sesuai pedoman dan
standar teknis yang berlaku.

Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim
ahli bangunan gedung yang disusun secare tertulis
dan  profesional terkait dengan pemenuhan
persvaratan teknis bangunan gedung baik dalan
proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian
maupun pembongkaran bangunan gedung,

Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan
fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan
pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara
herkala.

Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan
keandalan selurub atau sebagian bangunan gedung,
komponen, bahan bangunan dan/atau prasarans dan
sarananya delam tcnggang walktu tertentu guna
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Laik Fungsi adalah suatu kondigi bangunan gedung
yang memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan
gedung yang ditetapkan.

Pemeliharasn adalah kegiatan menjaga keandalan
bangunan gedung heserta prasarana dan sarsnanya
agar selalu laik fungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti Lbagian bangunan gedung, komponen,
bahan banpunan dan/atau prasarana dan saramna
agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran,
serta  pemelharaan  bangunan gedung dan
lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai
dengan keadasn menurut periode yang dikehendaki.
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Permnugaran bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki,
memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk
aslinya.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh  alau  sebagian  bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan danfatau
prasarana darn sarananya.

Pengelolasn air hujan pada bangunan gedung dan
persilnya, adalah upsya dan kegiatan untuk
mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan
cara memnaksimalkan permmanfaatan air hujan, irfiltrasi
air hujan dan menyimpan scmentars air hujan untulk
menurinkan  debit banjir melalui optimasi
pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen
buatar.

Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik,
penyedia jasa konstruksi dan pengguna bangunan
gedung.

Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok corang atau perkumpulan yang
menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung,

Pengguna Bangunan Cedung adalah pemilik
bangunan gedung dan/etan bukan pemilik bangunan
gedung berdasarkan Lkesepakatan dengan pemilik
bangunan pgedung yang menggunakan dan/atau
mengelola bangunan gedung atan hagian hangunan
gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah
orang perorangan atau badan yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan jasa Lkonstruksi
hidang bangunan gedung, meliputi perencana tekmis,
pelaksana konstruksi, pengawas/marnajemen
konstrukei, termasuk pengkaji teknis bangunan
gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli
vang terkait dengan penyelenggaraan bangunan
gedung unluk memberikan pertimbangan teknie
dalam pmses peneliisn dokumen rencana teknis
dengan masa penugasan terbatas dan juga untuk
memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggarazn bangunan gedung tertentu yang
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus
disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung
tertentu tersebut.
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. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan

hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk
melaksanakan pengkajian teknis atas kelatkan fungsi
bangunan gedung sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk
mengawasi pelaksanaan mendinkan bangunan sesuai
dengan IMB yang diangkat oleh pemilik bangunan
gedung.

. Magyarakat adalah perorangan, kelompok, badan

hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang
kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk
masyarakat hukum sdat dan masyarakat ahli, vang
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan
gedung.

Peran Masysrakat dalam penyelenggaraan bangunan

gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang
merupakan pervujudan kehendak dan keinginan
masyarakat untulk memsntau dan menjaga
ketertiban, memberi masukan, menyampaikan
pendapat dan pertimbangan serta melakukan gugatan
perwakilan  berkaitan dengan penyelengparaan
bangunan gedung.

. Dengar Pendapat Publik adalab forum dialog yang

diadalan untuk mendenpgarkan dan menampung
aspiragi masyarakat baik berupa pendapat,
pertimbangan maupun usulan dari masyarakat
umum  sebagai  masukan untuk menetapkan
kebijakan Pcmerintah/Pemerintah  Daerah dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.

Gugatan Perwalilan adalah gugatan yang berkaitan
dengan penyelenpgaraan bangunan gedung yang
diajukan oleh satu crang atau lebih yang mewaskili
kelompok dalam mengajukan gugalan untuk
kepentingan mcrcka sendiri dan selaaligung mewaldli
pihak yang dirugikan vang memiliki kesamaan fakta
atawt dasar hukum antara wakil kelompok dan
anggota kelompok vang dimaksud.

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
adalah Xkegiatan pengaturan, pemberdayaan dan
pengawasan dalam rangka mewujudkan tata
pemerintahan vang baik sehingga setap
penvelenggaraan bangunan gedung dapat
berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan
gedung yang sesuai dengan fungainya serta
terwujudnya kepastian hukum.

. Pengaturan adalah penyusunen dan pelembagaan

peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
dan standar teknis bangunan gedung sampai di

daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
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3.

Pemberdavaan adalah Lkegiatan untuk menumbuh
kembangkan kesadaran akan hak, Kewajiban dan
peran para penyelenggara bangunan gedung dan
aparat Pemerintah Daerah daelam penyelenggaraan
bangunan gedung.

FPengawasan adalah pelAntanan terhadap
pelaksanaan  penerapan  peraluran  perundang-
undangan bidang bangunan gedung dan upava
penegakan hukum.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.

pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam
pemenuhan persyaratan yang  diperfuken  dalam
penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam
pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung
di daerah;

acuan untuk mengatur dan mengendalikan
penyelmggaraan bangunan gedung secjak dard
perizinan, perencanasn, pelalksanaan konsmuaksi,
remanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tujusan

Pasal 3

Peralwran Daerah ini bertujuan untuk:

a.i

mewujudkan bangunan gedung yang fungsional rdan
sesuai dengan tata bangunan gedung vang serasi dan
sclaras dengan lingkungannya;

mewujudkan terib  penyelenggaraan bangunan
gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan
gedung dar  segi  keselamatan,  kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan; dan

mewujudian kepastian hukum dalam
penyelenggaraan bangunan gedung,




(1}

(2)

(1)

{2)

a—

Paragraf 3
Lingkup

Pasgal 4

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan
mengenai fungsl dan kiasilikasi bangunan gedung,
persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan
bangunan gedung, TABG, peran masyarakat,
pembinaan dalam  penyelenggaraan  bangunan
gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana dan
peraliblan,

Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal
persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak
diatur dalam Peraturan Dsaerah ini, maka hars
mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Paeal 5

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan
mengenai pemenuhan persyaratan tekmis bangunan
gedung  ditinjau dari sepi tata bangunan dan
lingkungan maupun keandalannya serta sesual
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW,
RDTR dan/atau RTBL Kabupaten Pringsewu.

Fungsi bangunan gedung melipud:

a. bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi
utama sebagal tempat manusia tinggal;

b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan
fungsi uiama schbagai tempat manusia melakulsan
ibadah;

¢. bangunan pgedung fungsi usahs dengan fungsi
utama sebagai tempat manusia melakukan
kegiatan usaha;

d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya
dengan fungsi utama sebagai tempat manusia
melakukan kegiatan sosial dan budaya;

e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi
utama sebagai tempat manusia melakukan
kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan
tinggt dan/atau tingkat risiko bahaya Llinggi; dan

. hangunan gedung lebih dari satu fungsi.




(1)

(2

(3)

{4)

Pasal 6

Banguunan gedung fungsi hunian dengan fungsi
utama sehagat tempat manusia tinggal dapat
berbentuk:

a.bangunan rumah tinggal tunggal;

b.bangunan rumah tinggal deret;

¢.bangunan rumah tinggal susun; dan

d.bangunan rumah tinggal sementara.

Bangunan gedung fungsi keagamasan dengan fungsi
ulama sebagai tcmpat manusia melakukan ibadah
keagamasn dapat berbentuk:

a.bangunan masjid, mushola, langgar atau surau;
b.bangunan gereja dan kapel;

¢. bangunan pura,

d.bangunan vihars;

¢. bangunan kelenteng; dan

f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama
sehagai tempat manusia melakukan kegiatan ussha
dapat berbentuk:

a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan
perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;

b. bangunan gedung perdagangan seperti bungunan
pasar, pertokoar, pusat perbelanjaan, maill dan
Sejenisnya;

¢. hangunan gedung pabrik;

d. bangunan gedung perhoiclan seperti bangunan
hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;

e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti
tempar rekreasi, bioskup dan sgjenisnya;

f. bangunan gelung terminal scperti bangunan
stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum,
halte bus, pelabuhan sungai dan pelabuhan
perikanan;

g bangunan gedung tempat penyimpanan
sementara seperti bangunan gudeng, gedung
parkir dan sejenisnya; dan

h., bangunan gedung tempat penangkaran atan
budidava seperti bangunan sarang burung walet,
bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.

Bangunan gedung sogial dan budaya dengan fungsi
utama sebagai tempat manusia melakulkan kegiatan
sosial dan budaya dapat berbentuk:

a. bangunan gedung pelaysnan pendidikan scporti
bangunan sekolah taman kanak kanak,
pendidikan dasar, pendidikan  menengah,
pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;




(3)

(6}

(1)

(2)

b. bangunan gedung pelayanan kesehatan sepert
bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin,
rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;

¢. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan
museum, gedung kesenian, bangunan gedung
adat dan sejenisnya;

d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan
laboratoriuim fisika, laboratorium kimia dan
laboratorium lainnya; den

e. bangunan gedung pelayanan umum sepertd
bangunan stadion, pgedung olah raga dan
sejenismnya.

Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang

memerlukan tingkat Lkerahasinan tinggi untuk

kepentingan nasional dan/fatau yang mempunyai

tingkat risiko bahaya yang tinggi, meliputi:

a. bangunan gedung untuk reaktor rnulklir;

bh. bangunen gedung untuk instalasi pertahsnan dan
keamanan; dan

¢. bangunan sejenis yang ditetapkan cleh Menteri.

Bangunan gedung lebih dari gatu fungsi dengan

fungsi utama kombinasi lebih darni satu fungsi dapat

berbentuk:

a. bangunan rumah dengan toko {rukul;

b. bangunen rumah dengan kantor {rukanj;

¢. bangunan rumah bersaitun dengan ruang usaha
lainnya;

d. bangunan gedung mall, apartemen, perkantoran;
dan

¢. bangunuan gedung mall, apartemen, perkantoran,
perhotelan dan sajenisnya.

Pasal 7

Klasifikasi bangunan gedung menurut kelompok
fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat
administrasi dan pergyaratan teknis bangunan
gedung.

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diklasihksasikan berdasarkan tingkat
kompleksitas, tingkat permancnsi, tingkat risiko
kebakaran, =zonasl gempa, lokasi, ketinggian
dan /atau kepemilikan.

Kingifikazi  berdasarkan  tingkat kompleksitas

meliputi:

a. bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan
gedung dengan karakter sederhana serta merniliki
kompleksitaas dan teknologi sederhana danfatan
bangunan gedung yang sudah memiliki desain
prototipe;




h.

bangunan pgedung tidak sederhana, yaitu
bangunan gedung dengan Lkarakter tidak
gederhana serta memiliki kompleksitas tdan/atau
eknologi tidak scderhana; dan

bangunan gedung khusus, yaitu bangunan
gedung yang memiliki penggunaan dan
persyaratan khusus vang dalam perencanaan dan
pelaksanaanmya  memeriukan — penyelesaian/
telmolog khusus.

(4) Klasifikasi berdasarksan tingkat permanensi meliput:
a. bangunan gedung darurat atau sementara, yaitu

bangunan gedung yang kearena fungsinva
direncanakan mempunyai umur layanan sampai
dcengan 5 (lirna) tahun;

bangunan gedung semi permanen, yaitu
hangunan gedung vang karena fungsinya
direncanakan mempunyai umur layanan diatas 5
{lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; dan
bangunan gedung permanen, yaitu bangunan
gedung yang karena fungsinya direncanakan
mempunyai umur layanan diatas 20 {dua puluhj
tahun.

{5) Klaasifikasi berdasarkan tingkat risikn kebakaran
meliputi;

(6)

a.

tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu bangunan
gedung vang Lkarena fungsinya, desain
penggunaan beghan dan Komponen unsur
pembeniuknya serta kuantitas dan  kualitas
bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah
terbakamya rendah;

tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu bangnnan
gedung yang karema  fungsinya, desain
penggunaan bahan dan  komponen  unsur
pembentuknya serta kuantitas dan  kuoalitas
hahan vang ada di dalamnya tingkat mudah
terbakarnya sedang; dan

tingkat risiko kebakaran tinggi, yvaitu bangunan
gedung vang karena fungsinya dan desain
penggunaan bahan dan komponen unsur
pembentulmiya =erta  Lkuantitas dan  kualitas
bahan wvang ada di dalamnya tingkat mudah
terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.

Klagifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat
zonasi gempa di wilayah Kabupaten Pringsewu
berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa yany
akan dijubarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.




(7}

(8)

(9)
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Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi-

a.

bangunan gedung di lokasi renggang, vaitu
bangunan gedung yang pada umumnya terletak
pada daerah pinggiran/luar Kabupaten atau
daerah yang berfungsi sebagai resapan,

bangunan gedung di lokasi sedang, yaitu
bangunan gedung yang pada umumnya terletak di
daerah permukiman; dan

bangunan gedung di lokasi padar, yaitu bangunan
gedung vang pada umumnya terletak di daerah
perdagangan/ pusat Kabupaten.

Klasifikasi berdasarkan ketinggian bangunan gedung
meliputi:

a.

bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu
hangunan gedung yang memiliki jumlah lantai
sampai dengan 4 (empat) lantai;

bangunen gedung bertingkat sedang, yaitu
bangunan pedung vang memiliki jumlah lantai
mulai dari 5 (lima} lantai sampai dengan 8
{delapan) lantai; dan

bangunan gedung bertingkat tinggi, vaitu
bangunan gedung yvang memiliki jumlah lantai
lebih dan 8 {delapan) lantad.

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:

a.

bangunan gedung milik negara, yaitu bangunan
gedung untuk keperluan dinas Yarg
menjadifakan menjadi kekayasn milik negara dan
diadakan dengan sumber pembisvaan yang
berasal dari dana APBN dan/atau APBD dan/atau
sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor
dinas, gedung sckolah, gedung rumah sakit,
gudang, rumah negara dan lain-lain;

bangiman gedung milik perorangan, yaitu
bangunan gedung yang merupakan kekayaan
milik pribadi atau perorangan dan diadakan
dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi
atau perprangan; dan

bangunan gedung milik hadan wusaha, yaitu
bangunan gedung yang merupakan kekayaan
milik badan usaha non-pemerintah dan diadakan
dengan sumber pembiayaan daid dana badan
usaha non-pemerintah tersebut

Pasal 8

Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian
dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang
digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau
perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung.
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Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalarn RTRW,
RDTR dan/atau RTBL.

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan
oleh pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana

teknie Dbangunan gedung melalui pengajuan
permohonan izin mendirikan langunan gedung.

Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan cleh
Pemerintah Daerah melalui penerbitan IMB
berdasarkan RTRW, ROTR dan/atau RTBL, lkecuali
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Pasal 9

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat
diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
gsehagaimana dimskaud pada ayat {1) diusulkan oleh
pemilik dalam bentuk rencana teknmis bangunan
gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur
dalam RTRW, RDTR dan/aiau RTBL.

Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan
gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan
admimistratif dan persyaratan teknis hangunan
gedung vang barn.

Perubahan fungsi dan/atau lasifikasi bangunan
gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi
dan/atau klasifikssi bangunan gedung.

Perubahan fungsi dan klasiflkasi bangunan pedung
ditetapken oleh Pemerintah Daerah dalam izin
mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan
gedung fungsi khusus yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

BAB 111
PERSYARATAN BANGUNAN GEDLUNG

Bagian Kesaru
TImum

Fasal 10

Setiap bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis

sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan
dari pemegang hak atas tanah;




(3)

(1)

(2)

(3]

(4)

(5}

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. IMB.

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang
terdiri atas:
persyaratan peruntukan lokasi;
intensitas bangunan gedung;
argitektur bangunan gedung;
pengendalian dampak lingkungan untuk
bangunan gedung tertentiy;, dan
rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk
kawasan yang termasuk dalam Peraturan
Bupati tentanig RTBL.
b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri
atas:
1. persyaratan keselamatan,
2. persyaratan keschatan;
A. persyaratan kenyamanan; dan
4. persyaratan kemudahan,

el el

i

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif

1
Status Hak Atas Tanah

Pasal 11

Setiap bangunan gedung harus didirikan diztas
tanah vang jelas kcpemilikannya, baik milik sendir
atau milils pihak lain.

Starus hak atas lanah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} diwujudkan dalam hentuk dokumen sertifikat
hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan
status tanah lainnya vang sah.

Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan
gedung hanya dapat didirikan dengan izin
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis
antara pemegang hak atas tanah atan pemilik tanah
dengan pemilik bangunan gedung.

Perjanjian tertulis sebagaimzaaa dimaksud pada
ayat (3] memuat paling sedikit halk dan kewajiban
peara pihak, luas, letak dan batas-batas tanah, serta
fungsi bangunan gedung dan jangka wakiu
pemanfaatan tanah.

Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau
tradisi setempat harus dibangun diatas air sungai,
harus mendapatlkan izin dar:i Bupati,




{6]
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(3)
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(6)

{7)

Bangunan goedung yang akan dibangun di atas tanah
milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang
terletak di kawasan rawan bencana alam harus
mengikuti pergyaratan yang diatur dalam Keterangan
Reticana Kabupaten (RTRW/RDTR/RTEL/Rencana
Zonasifketerangan lainmya).

Paragraf 2
Status Kepermnilikan Bangunan Gedung

Pasal 12

Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan
dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung
vang dikeluarkan oleh Pemerintah Daemh, kecuali
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Peneclapan status kepemilikan bangunan gedung
se imana dimaksud pada ayat {1) dilakukan pada
saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan
bangunan gedung sebagai Sarana tertib
pembangunan, terlib pemanfaatan dan kepastian
hukum atas kepemilikan bangunan gedung.

Status kepemilikan bangunan gedung adat pada
masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat
hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan
kearifan Iokal yeng  berlaku di lingkungan
masyarakatnya.

Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan
kepada pihzk lain,

Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung
kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati
untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemililcan
bana.

Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat {5) oleh pemilik
bangunan gedung vang bukan pemegang hak atas
tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan
persetujuan pemegang hak atas tanah.

Status kepemilikan bangunan gedung adat pada
masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat
hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan
kearifan  lokal yang  berlakn dilingkungan
magyarakatmya.

Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan gedung

kecuali sebagaimana vang dimaksud pada ayat (3]
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.




(1)

(2)

(3)

(4}

{3)

3
Izn Mendirikan Bangunan [IMB)

Passl 13

Senap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan
mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk
melakukan kegiatan:

a. pembangunan bangunan gedung dan/atau
prasarana bangunan gedung;

b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dau/atau
prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan /
perawatan, pernhahan, perluasan/pengurangan:
dan

¢. pemugaran/pelestarian  dengan mendasarkan
pada surat Keterangan Rencana Kabupaten (udvis
planning) untuk lokasi yang bersangkutan.

lzin mendirikan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diberikan oleh Pemerintah
Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh
Pemerintah.

Pemerintah Dasrah wajib memberikan secara cuma-
cuma  Surat  Keterangan Rencana Kabupaten
sehagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk lokasi
yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan
mengajukan permohonan IMB  sebagai dasar
penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

Surat Keterangan Rencuna Habupaten sebagaimana

dimakeud pada ayat (3] mernpakan ketentuan yang

bertaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:

a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun
pada lokasi bersangkutan;

b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang
diizinkan;

c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah
permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;

d. garis sempadan dan jarask bebas minimum

bangunan gedung yang diizinkan;

KDB maksimum yang diizinkan,

KLE maksimum yang diizinkan;

KDH minimum yang diwajibkan;

KTB maksimum yang diizinkan; dan

jaringan utilitas Kabupaten.

-

Dalam Surat Ketcrangan Rencana Kabupaten
sehagpimana dimaksud pada avat (4} dapat juga
dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang
berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.




(6]

{7

(1)

(2)

{3)

(L)

{2)

{3)

{4

Ketcrangan  rencana Kabupaten  sehagaimana
dimaksud pada avat (4 dan ayat (5], digunakan
sebagai dasar penyusunsn rencana teknis banguman
gedung,

Ketentuan lebih lansjut tentang IMB akan diatur
dalam peraturan bupati.

Paragraf 4
IMB diatas dan/atau di bawah Tanah, Air
dan/atau Prasarana/Sarana Umuam

Paganl 14

Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang di
bangun diatas dunjatau dibawah tanah, air atau
prasarang dan sarana umum harms mendapatkan
persetujuan dan instansi terkait.

IMG untuk pembangunan bangunan gedung
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat
pertimbangan tekmis TABG dan dengan
mempertimbangkan pendapat masyarakat.

Pembangunen bangunan gedung schagaimana
dimaksud pada ayat {1} wajib mengikuti Standar
Teknis dan pedoman yanug terkait.

Paragraf 5
Kelembagaan

Pasal 15

Dokumen permohonan IMB disampaikan/digjunkan
kepada OPD Kabhupaten Pringsewu atau instansi yang
ditunjuk untuk menyelenggarakarn urusan
pemerintahan di bidang perizinan.

Pemeriksaan dokumen  rencana  tekmis  dan
administratif dilaksanakan oleh instansi OPD teknis
yang menyelenggarskan urusan pemerintahan di
bidang bangunan gedung.

Bupati dapat melimpahkan sebapan kewenangan
penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dan ayat (2) kepada Camat.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat {3) mempertimbangkan faktor:

a. efisiensi dan efektivitas;

b. mendekatkan petayanan pemberian IMB kepada
masyarakat;
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(2)

{3)

1)

{2)

c. fungsi bangunan, klasifikasi bengunan, luasan
tanah danjfatau bangunhan yang mempu
disclenggarakan di tingkat Kecamatan; dan

d. kecepatan penanganan penangmalangan darurat
dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencansa.

Kelentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian
kewenangan sehagaimana dimaksud pada ayat {3)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagiat Ketiga
Persyaratan Telmnis Bangunan Gedung
Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Persyaratan teknis bangunan gedung melipuf:
a, persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan
b. perasyaratan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan

sebagaimana dimalkaud pada ayat (1} huruf a

meliputi:

a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan
gedung;

b. persyaratan garis sempadsan;

c. pergsyaratan arsitektur bangunan gedung;

d. persyaratan pengendalian dampak lingkungan;
dan

e, rencana tata bangunan dan lingkungan.

Persyaratan keandalan bangunan gedung
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul b
meliputi:

persyaratan keselamatan bangunan gedung;
perayaratan kesehatan bangunan gedung;

persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
persyaratan kemnndahian bangunan gedung.

pRoopR

Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas
Bangunan Gedung

Pasal 17

Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai
dengan peruntukan lokasi yang tclah ditctapkan
dalam rencana rinci dan rencana tata ruang.

Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi
mengenai  RTRW, RDTR dan RTBL sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} kepada masyvarakat secara
CUMms-CLms.
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(3

(4)

(5)

(1}

(2)

(1)

(2}

Informasi scbagaimana dimaksud pada ayat {2) bernisi
keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas
bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan,
ketinggian bangunan dan garis sempadan bangunan.

Bangunan gedung yang dibangun:

diatas prasaraia dan sarana umum;

di bawah prasarana dan sarana umurm;

di bawah atanu diataa air;

di daersh jaringan transmisi listrik tegangan
tinggi; dan

e. di daerah yang berpotensi bencana alam

harus sesuai dengan ketentuan — peraturan
perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan
serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau
mnstansi terkait lainnya.

Dalam hal keientuan mengenai peruntukan lokasi
sehagaimane dimaksud pada ayat (1) belum
ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
diatur sementara dalam Peaturan Bupah.

oo g

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan rencana rinci dan
rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan
peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang
tidak sesuai dengan peruntukan yang bam haras
disesuaikan,

Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan
peruntukan lokasi sebagaimana dimeksud pada
ayat (1} Pemerintah Naerah memberikan penggantian
vang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pagal 19

Bangunan gedung yang akan dibangun harus
memenuhi pemsysratan intensitas bangunan gedutng
yang meliputi pergyaratan kepadatan, ketinggian dan
jarak bebas bangunan gedung, berdasarkan
ketentuan wyang diatur dalam rencana rinci dan
rencana tata ruang.

Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputd ketentuan KDB dan Koefisien Daerah Hijau
(KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah.

Ketingglan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi ketentusan tentang jumlah lantai bangunan,
tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi,
sedang dan rendah.
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{5)

(6)

{1)

{2)

(1)

(2}

{1)

Ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada avat (3} tidak boleh mengganggu lalu lintas
penerbangan.

Jamk bebas bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang
garis sempadan bangunan gedung dan jarak antara
bangunan gedung dengan batas persil, jarek antar
bangunan dan jamalk antara as jalan dengan pagar
halaman.

Dalam hal ketentuan mengenai pergyaratan intensitas
bangunan gedung schagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai
persyaratan intensitas bangunan gedung dapat diatur
semmentard unluk suatu lokasi dalam Peaturan Bupaeti
vang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan
pendapat TABG.

Paaal 20

KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung
lingkungen, pencegahan terhadap baheya kebakaran,
kepentingan ekonomi, fungsi, fungsi bangunan,
keselamatan dan kenyamanan bangunan.

Ketentuan besarnya KDB  scbagaimana dimaksud
pada avat {2) disesuaikan dengan ketentuan dalam
RTRW. RDTR dan RTBL dan/atau pengaturan
sementara pergyaratan intensitas batgunan gedung
dalain Peaturan Bupati.

Pasal 21

KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung
linglungan, fungsi peruntukan, fungsi banpunan,
kesehatan dan kenyamanan bangunan.

Ketentuan besarmmya KDH scbageaimana dimaksud
pada ayat {1) disesuaikan dengan ketentuan dalam
RTRW, RDTR dasn RTBL danj/atau pengaturan
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung
dalam Peaturan Bupsti.

Pasal 22

KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan,
pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan
rkonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan,
keselamatan dan kenyamanan bangunan,
keselamatan den kenyamanan umum.




(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2}

{3)

()

(S)

Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud
pada avat (1) disesuaikan dengen ketentuan dalam
RTRW, RDTR dan RTBL danfatau pengaturan
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung
dalam Peaturasn Bupati.

Pasal 23

Jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan
gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar
jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan,
keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan
lalu lintas penerbangan,

Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah
tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
vang berlalu.

Ketentuan besarnya jumlah lantai bangunan gedung
dan tinggi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada avat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam
RTEW, RDTR dan RTBL  dan/atau pengaturan
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung
dalam Peraturan Bupafi.

Paragraf 3
Garis Sempadan Bangunan

Pasal 24

(aris sempadan bangunan  ditentukan  atas
pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanac
dan kcscrasian dengan lingkungan dan ketinggian
bangunan.

Garia semnpadan bangunan gedung meliputi ketentuan
mengenai jarak bangunan gedung dengan as jalan,
tepi sungai dan irigasi, rel kereta api dan/atau
jaringan listrik tegangan tnggi, dengan
mempertimbangkan aspek keselarnatan dan
kesshatan.

Garis sempaden bangunan melipub garis scmpadan
bangunan untmk bagian muka, samping dan
belakang.

Untuk bangunan bertingkat setiap perubahan 1 [satu}
tingkat ditambah 1 (satu} meter dan batas bangunan
satu dengan bangunan lainnya.

Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk
bangunan diatas permukaan tanah maupun d: bawah
permukasn lanah (besement).




(A] Ketentnan besarnya garis sempadan bangunan
sebagaimana dimeksud pada ayat (1} dan ayat (2)
disesuaikan dengan ketentnan dalam RTRW, RDTR
dan RTBL dan/fatau pengaturan scmentara dalam
Peraturan Bupati.

(7) Bupati dapal menetapkan lain untuk kawasan-
Lkawasan tertentu dan speaifik,

Pasal 25

Pade daerah sempadan dilarang:

a. membuang sampah, limbah padat dan/atau cair;

b. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan
tempat usaha;

¢. bagl para pemanfaat lahan i dJdaerahh sempadan,
daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai
dan bekas sungai yang behim ikut ketentuan dalam
peraturan ini agar dalam jangka waktu 6 {enam) bulan
sejak ditetapkannya daerah sempadan segera
menyesuaikan.

Pasal 26

(1) Jaruk anlar bangunan dan jarak antara as jalan
dengan pagar halaman diterapkan untuk setiap lokasi
sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan
dan keserasian dengan lingkungan dan kelinggian
bangunan,

(2) Jarak antar bangunan dan jarsk aniara as jalan
dengan pagar halaman vang diberlakukan per
kapling/persil dan/atau per kawasan.

{3} Penetapan jarak antar bangunan dan jarak antara as
jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas
permukaan tanah maupun di bawah permukaan
tanah (basement).

(4] Penetapan jarak antar bangunan dan jarak antara as
jalan dengan pagar halaman untuk di bawah
permukaan tanah didasarkan peda pertimbangan
lkeheradaan atau rencana jaringan pembangunan
utilitas urmum.

(3) Ketentuan besarmyva jarak antar bangunan dan jarak
antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimanz
dimaksud pada ayat (1] disesuaikan dengan
ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau
pengatummn  sementara  persyaratan | intensitas
Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

iA) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-
kawasan tertentu dan spesifik.
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Paragraf 4
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 47

Perayaratan arsitektur bangunan gedung meliputi
persyvaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang
dalam, Lkeseimbangan, Xkeserasian dan keselarasan
bangunan gedung dengan lingkungannya, serta
mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-
nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap
penerapan berbagai  perkembangan  arsitektur  dan
rekayasa.

Pasal 28

(1} Persyaratan penampilan banginan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 27 disesuaikan
dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam
peraturan zonasi dalam RDTR danj/atau Peaturan
Bupati tentang RTBL.

{2} Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harms memperhatikan kaidah cstctika
bentuk, karakteristik arsitektur, teknologi dan
lingkungan yang ada disekitarnya serta dengan
mempertimbangkan kaidah pelestarian lingkungan,
sosial, budaya, kearifan lokal dan kekinian
(modermitas).

(3) Penampilan bangunan gedung yang didirikan
berdampingann  dengan  bangunan gedung  yang
dilestarikan, hatas dirancang dengan
mempertimbangkan ksaidah estetika bentuk dan
karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang
dilestarikan.

(4} Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur
tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar
pendapat TABG dan pendapat masyaralmt dalam
Peaturan Bupat.

Pasal 29

{1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mmungkin
simetris dan sederhana guns mengantsipasi
kerusakan akibat bencana alam gempa.

(2} Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan
memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur
disekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya
ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi
terhiadap ingkungannya.
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(4)

(1

{2

(3)

(4)

(1)

(2)

Bentuk denah bangunan gedung adat atau tradisional
harus memperhatikan sistem nilai dan kKearifan lokal
yang beriaku di lingkungan masyarakat adat
bersanglkutan.

Atap dan dinding bangunan gedung harus dibuat dari
konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan
akibat bencana alam.

Pasal 30}

Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus
memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan
gedung dan keandalan bangunan gedung.

Bentuk bangunan gedung harus dirancang agar setiap
rang dalam dimangkinkan menggunakan
pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali fungsi
bangunan gedung vang menlerlukan  sistem
pencahayaan dan penghawaan buatan.

Ruang dalam bangunan gedung harus mempunyai
Hngal yang cukup sesuai dengan fungsinya dan
argitektur bangunannysa.

Perubshan fungsi dan penggunaan ruang bangunan
gedung atau bagian bangunan gedung harus tetap
memenuhi ketentuan pengmunaan bangunan gedung
dan dapat menjamin keamanan, Keselamatan
bangunan dan kebutuhan Kenyamanan bagi
penghuninya.

Pasal 31

Persyaratan keaeimmbangan, keserasian dan
keselaragan bangunan gedung dengan lingkungannys
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus
mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang
terbuka hijau yang scirnbang, serasi dan sclaras
dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam
pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses
penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta
terperuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar
bangunan gedung.

Petgyvaratan keseimbangan, keserasian dan

kesclarasan bangunan gedung dengan lingkungannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan
(RTHF};

b. persyaratan rusang sempadan bengunan gedung;

c. persyaratan tapak basement terhadap lingkungan;
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(1}

(2)

d. Ketinggian pekarangan dan  lantai  dasar
bangunan;

daerah hijau pada bangunan;

tata tanaman;

sirkulasi dan fasilitas parkir;

. perlandaan |signage); dan

pencahayaan ruang lnar bangunan gedung.

- I

Pasal 32

Ruang  Terbuka  Hijau Pekarangan (RTHP)
schagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat [2)
huruf a sebagai ruang vang berhubungan langsung
dengan dan terletak pada persil yang sama dengan
bangunan gedung, berfungsi sacbagai tempat
tumbuhnya tanaman, resapan air, sirkulasi, unsur
estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atan ruang
fasilitas {amenitas).

Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTREW, RDTR
dan/fatau RTBL, secara langsung atau tidak langsung
dalam bentuk garis sempadan bangunan, koefisien
dasar bangunan, keoefisien dasar hijau, koefisien
lantai bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan
ketetapan lainnya yang bemifat mengikat semua
pihak berkepentingan.

Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} belum
ditetapkan, maka Kketentuan mengendi persyaratan
RTHI® dapat diatur sementara untuk suatu lokasi
dalam Peraturan Bupati sebagai acuan hag
penterbitan IMB,

Pasal 33

Persyasratan rtuang sempadan depan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) huruf b harus mengindahkan Lkeserasian
lansekap pada ras jalan vang terkait sesuai dengan
ketentuan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang
mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon

dan bangunan penunjang.

Terhadap persyaratan tuang sempadan depan
bangunan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan karakteristik lansekap jalan atan mas
jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak
depan banpunan, ruang sempadan depan bangunan,
pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur
hijau median jalan dan sarana wiftas umum lainnya.
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Pasal 34

Persyaratan tapak basement terhadap lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {2)
huruf ¢ berupa kebutuhan basement dan besaran
Koefisien Tapak Basemert (KTB} ditetapkan
berdasarkan rencana peruntukan lahan, lketentuan
teknia dan kebijakan daerah.

Untuk penyediaaan RTHF yang memadai, lantai
busement pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak
bangunan di atas tanah dan atap basement kedua
harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua)
meter dari permukaan tanah.

Pasal 35

Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila
tinggi tanah pekarsngan berada di bawah Utk
ketinggian (pei) bebas banjir yang ditetapkan oleh
Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atan
terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan
tinggl yang besar pada tanabh asli suatu perpetakan
maka tinggl maksimal lantai dasar ditctapkan
tersendiri.

Tinggi laniai dasar suatu bengunan gedung
diperkenankan mencapai maksimal 1,20 (sstu koma
dua pulubh] meter di atas tinggi rata-rata tanah
pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan
memperhatikan keserasian lingkungan.

Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik
ketinggian ({pef) bebas banjir atau terdapat
kemiringan curam atau perbedann tinggi yang besar
pada suatu tanah perpetakan maka tinggi maksimal
lantai dasar ditetapkan tersendiri.

Permukaan atas dari lantai denah (dasar):

a. minimal 15 {lima belas] sentimeter dan maksimal
45 (empat Iima) sentimeter di atas titik tertinggi
dari pekarangan yang sudah dipersiapkan;

b. sekurang-kurangnya 25 {dua lims] sentimeter di
atas tihk tertinggi dar sumbu jalan yang
berbatasan;

¢. dalam hal-hal yang luar biasa, kKetentuan dalam
huruf a, tidak berlaku untuk lanah-tanah yang

iring,

Pazal 36

Daersh Hijau Bangunan [DHB] sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2] huruf e dapat
berupa taman atap atan penanaman pada sisi
bangunan.




(2} DHE mcrupakan bagian dari kewsajiban pemohonan
IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas
maksimum 25% (dua puluh lima persen| dari RTHP.

Pasal 37

Tata tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2} huruf f meliputi aspek pemilihan karakter
tanaman dan penempaian anaman dengrn
memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah
tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang
ditimbulkannya.

Pasal 38

(1] Setiap bangunan bukan rmah tinggal wajib
menyediakan fasilitas parkir sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2] huruf g, yang proporsional
untuk kendaraan sesnai jumlah luas lantai bangunan
berdasarkan standar teknis yang telah ditetapkan.

(2) Faasilitas parldr ﬂebagajmana dimaksud pada ayat [1)
tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah
ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki,
memudahkan aksesibilitas serta ddak mengganggu
sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kalki

{3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat {2) huruf g hasus saling mendukung antara
girlulasi elternal dan sirkulasi intermal bangunan
gedung serta antara individu pemakai bangunan
dengan sarana transportasinya.

Pasal 39

(1) Pertandaan (signage) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat {2} huruf h vang ditempatkan padz
bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik
tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen
bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu
karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage

bangunan gedung scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan Bupad.

Pasal 40

(1} Pencahayaan ruang luar bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
huruf i harus disedickan dengan wmemperhatikan
karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan,
estetika amenitas dan komponen promosi.
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Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) harus memenuhi keserasian dengan
pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan
dari penerangan jalan nmum.

Paragraf 4
Persyaratan Pengendalian Bampak Linglungan

Pasal 41

Setiap kegiatan dalam bangunan danfataa
Ingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan
hidup dan/atau izin lingkungan.

Dokumen lingkungan hidup dan/atan izin lingkungan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputd Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis
Mengenai Dampsk Lingkungan ({Amdal), Upsaya
Pengelolaan Lingkungan [UKL] dan/atau Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL).

Persyaratan dokumen lingkungan hidup dan fatau izin
lingkungan disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlalo.

Pasal 42

Setiap kegiatan dalam  bangunan  dan/atan
lingkungannya yang menggangegu atau menimbuikan
dampak besar dan penting terhadap lalu lintas harus
dilengkapi dengan dokumen Analigis Dampak Lalu
Lintas (Andalalin).

Persyaratan dokumen Andalalin disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 43

Setiap bangunan gedung dan persilnya wajib
mengelola air huyjan sebagai upaya dan kepiatan
untuk mempertahanksn kondisi hidrologi alami,
dengan care memaksimalkan pemanfaatan air hujan,
inf{iltrasi air hujan dan menyimpan sementara air
huyjan untuk menurunkan debit banjir melalui
optimasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan
elemen buatan.

Instrumen pelakzanaan pengelolaan air hujan pada
bangunan gedung dan persilnya meliputi:
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a. informasi karakteristik wilayah terkait dengan
karakteriatik tanah, topografi, mulka air tanah dan
jenis sarana pengelolaan air hujan;

b. instrumen pelaksanaan pengelolaan air hujan
pada bangunan gedung baru; dan

¢. instrumen pelaksanaan pengelolaan air hujan
pada bangunan gedung eksisting.

Tahapean penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada

bangunan gedung dan persilnya terdiri atas:

a. tahapan penyelenggarsan untk gedung baru;
dan

h. tahapan penyelenggaraan untuk gedung eksisting.

Status wajib kelole air hujan pada bangunan gedung
dan persilnya ditetapkan cleh pemerintzh daerah.

Ketetapan status wajib kelola air hujan pada
bangunan gedung dan persilnya disampaikan kepada
pemohon IMB bersamaan dengan penerbitan surat
Keterangan Rencana Kabupaten (KRK).

Permenuthan ketetapan status wajib kelola air hujan
dalam dokumen rencana tekmis bangunan gedung
merupakan bagian dar pra-syarat diterhitkannya
IME.

Statis wajib kelnla air hujan pada bangunan gedung

dan persilnya, meliputi:

a. status wajib kelola air hujan persentil 95; dan

b. starus wajib kelola air hujan berdasarkan analisis
hidrologi spesifik.

Keienluan lebih lanjut mengenai pengelolaan  air

hujan pada bangunan pedung dan persilnya diatur

dalam Peraturan Bupafi.

Paragraf 5
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 44

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungsn atau RTBL
memuat program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi
dan ketentuan pengendalian rencana danh pedoman
pengendaban pelaksanaan.

Program bangunan dan lingkungan sebagsimana
dimaksud pada ayat (i) memuat jemis, jumlah,
besarann dan Iunasan hanpgiman  pedung, serta
kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umnum,
fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana
pencahayaan dan sarana penyechatan lingkungan,
baik berupa penataan prassrana dan sarans yang
sudah ada maupun baru.
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Rencana urmurmn dan panduan TANCATEAN
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan
pada suatu lingkungan/kavmsan yang memuat
rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana
perpetakan, rtencana tapak, rencanra  sistem
pergerskan, rencana  aksesikilitas  lingkungan,
rencana prasarana dan sarana lingkungsn, rencana
wujud visual bangunan dan ruang terbuka hijau.

Rencana investasl schagaimana dimaksud pada
ayvat (1) merupakan arahan program invesiasi
baurpunan gedung dan lingkungannya yang disusun
berdasarkan pragram bangunan dan lingkungan serta
ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang
memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku
kepentingan dalam pruses pengendalian investasi dan
pembiayaan dalam penataan linglangan/kawasan
dan merupakan mjukan bagi para pemangku
kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi
dan pembiayaan suatu penataan atau  pun
menghitung telok ulkur keberhasilan investasi,
sehingga tercapai kesinambungan pentahapan
pelaksanaan pembangunan.

Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} merupakan alat mobilisasi
peran masing-masitig pemangkn kepentingan pada
maga pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL
sesuai dengan kapasitasnya dalam sustu sistem yang
disepakati hersama dan berlaku sebagai rujukan hagi
para pemangku kepentingan untuk mengukur tinglkat
keberhasilan kesinambungan pentahapan
pelaksanaan peinbangunar.

Pedoman penpendalian pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk
mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan
bangunan dan Inglkungan /kawasan yang
berdasarkan dokumen RTBL dan memandu
pengelolzan  kawasan agar dapat berkualitas,
meningkat dan berkelanjutan.

RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan
bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan
oleh Pemerintahh Duerah dan/atau masyarekat serta
dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah
Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesuail
dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/
kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan
pendapat para ahli dan masyazrakat.



(8} Pola penataan bangunsn gedung dan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi
pembangunan baru (new development), pembangunan
slasipan parsial (infill developmenf), peremajaan kota
(urban renewal}, pembangunan kembali wilayah
perkotaan  (urban  redevelopment), pembanhgunan
untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan
(urban revitaitzation), dan pelestarian kawasar.

(9) RTBL vang didasarkan pada berbagai pola penataan
bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana
dimaksud pade ayat (8] ini ditujukan bagi berbagai
status kawasan seperti kawasan baru yvang potensial
berkembang, kawasen terbangun, Kkawasan yang
dilindungi dan dilestarikan atau kawasan yang
bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis
kawasan pada ayat ini.

{10)ETBL ditetupkan dengan Peraturan Bupati,

Paragraf 6
Pergyaratan Keselamaian Bangunan Gedung

Iasal 45

Pergyaratan keandalan bangunan gedung terdiri dar
persyaratan keseslamatan bangunan gedung, persyarntan
kesehatan bangunan gedung, persyaratan kenyamanhan
bangunan gedung dan persyarztan kemudahan bangunan
gedung,

Pasal 46

Persyaratan keselamatan bhangunan gedung scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 meliputi persyaratan
kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan,
persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap
hahaya kebakaren dan persyaraian  kemampuan
bangunan gedung terhadap bahaya petir.

Pasal 47

{i) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap
beban muatan sebagaimana dimsksud dalam Pasal 46
meliputi persyaratan struktur bangunan gedung,
pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas
bangunan gedung, struktur bawah bangunan gedung,
pondasi langsung, pondasi dalam, Lkeselamatan
strukitur, keruntuhan struktur dan persyaratan
bahan.

(2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam
memikul beban dan memenuhi persyaratan
keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur
yang direncanakan dengan mempertimbangkan:



(3)
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a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan
kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan
gedung;

b. pengaruh aksl sebagai akibat dsui beban yang
bekerja selama umur layanan struktur haik behan
muatan tetap maupun sementara yang timbul
akibat gempa, angin. korosi, jamur dan serangga
perusak;

¢. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun
struktur bangunan gedung sesuai  zona
gempanya;

d. strulchur bangunan yang direncanakan secara
datail pada kondisi pembebanan maksimum,
sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi
struktumya masih memungkinkan penyelamatan
diri penghuninya;

e. struktar baweh bangunan gedung pada lokasi
tanah vang dapat terjadi lkulfakst;, dan

f. keandalan bangunan gedung.

Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada avat {1) harus dianalisis dengan
memeriksa respon struktur terhadap beban tetap,
beban sementara atau beban khusus yang mungkin
bekerja sclama umur pclayanan dengan
menggunaksn SN! 03-1726-2002 tentang Tata Cara
Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan
Gedung atau edisi terbaru SNI (3-1727-1989 tentang
Tata Cara Perencanaan Peinbebanan Untuk Rumah
don Gedung atau edisi terbaru atan standar baku
dan fatau pedoman tekmnis.

Struktur atas bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton,
konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu,
konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus
dilakeanakan dengan menggunekan standar sebaged
berikut:

a. konstruksi betorn: SNI 03-1734-1989 tentang Tata
cara perencanagn beton dan struktur dinding
bertulang untuk rumah dan gedung atau edisi
terbaru, SNI 03-2847-1992 tentang Tata carta
penghitungan struktur beton untuk bangunan
gedung atau edisi terbaru, SNI 03-3430-1994
tentang tata cara perencanaan dinding struktur
pasangan blok beton beronggs bertulang untuk
bangunan rumeah dan gedung atau ediai terbaru,
SNI 03-3976-19495 tentang tata cara pengadukan
pengecoran beton atau edisi terbaru, SNI 03-
2834-2000 tentang Tata cara pembuatan rencahna
campuran beton normal atau edisi terbaru, SNI
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03-3449-2002 tentang Taia cara rencana
pembuatan campuran beton ringan dengan
agregat ringan atau edisi terbaru; tata cara
perenicanaan dan palaksanaan konstruksi beton
pra-cetak dan pra-tegang untuk bangunan
gedung, metade pengujan dan penentuan
parameter percncanaan tahan gempa konstruksi
beton pra-cetak dan pra-tegang untuk bangunan
pedung dan spesifikasi sistem dan maternal
konstruksi beton pra-cetak dan pra-tegang untuk
bangunan gedung,

b. konstruksi baja: SNI 03-1729-2002 tentang Tala
Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Baja

dan Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja
Selama Masa Konstruksi;

c. konstruksi kayu: SNI 7973-2013 tentang
Spesifikasi Desain Untuk Konstruksi Kayu;

d. konstruksi bembu: mengikuri kaidah
perencanaan konstruksi bambu  berdasackan
pedoman dan standar yang terkait; dan

e. konstruksi dengan bahan dan tekmologi khusus:
mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bahan
dan teknologi khusus berdasarkan pedoman dan
standar yang terkait.

Struktur bawah bangunan gedung ssbagaimana
dimaksud padas ayat (1) meliputi pondasi langsung
dan pcondasi dalam.

Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat {5y harus direncanakan sehingga dasarmya
terletak di atas lspisan tanah yang mantap dengan
daya dukung tanah vang cukup kuat dan selama
berfungsinya bangunan gedung tidak mengalami
penurunan yvang melampaui batas.

Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya
dukung yang terletak cukup jauh di bawah
permukaan tanah sehingga pengguna pondasi
langsung dapat menvebabkan penurunan yang
berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.

Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan salah satu penentuan tingkat
keandalan struktur bangunan yang dipercleh dari
hasil Pemeriksaan Berkala uvleh tenaga ahli yang
bersertifixat sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
16/PRT/M /2010 tentang Pedoman Tektis
Pemetriksaan Berkala Bangunan Gedung.
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Keruntuhan strukiur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan salah satu kondisi yang harus
dihindari dengan cara melakukan pemeriksaan
berkala tingkat keandalan bangunan gedung sesuai
denpgan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.

(10jFersyaratan hahan sebagaimana dimaksud pada

(1)

(<)

(3}

(4

ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan,
kesclamatan lingkungan dan pengguna bangunan
gedung serta sesuai dengan SNI terkait.

Pasal 48

Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap
bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif,
sisterm proteksi pasif, persvaratan jalan ke luar dan
aksenibilitas untuk pemadaman kebalkaran,
persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah lce luar
dan sigtem peringatan bahaya, persyaratan
komunikasi dalam bangunan gedung, persyaratan
instalasi bahan bakar gas dan manajemen
penanggulangan kebakaran.

Setiap bangunan gedung kecuali Tumah tinggal
tunggal dan rumah deret sederhana haruz dilindungi
dari hahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif
yang meliputi sistem pemadam kebskaran, sistem
diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap
kebakaran dan pusat pengendali kebakaran

Setlap bangunan gedung kecuali rumah tinggal
tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindung
dari bahayva kebakaran dengan sistem proteksi pasif
dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 tentang Tata
Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk
Pencegahan Pahaya Kcbakeran pada Bangunan
Gedung atan edisi terbaru dan SNI 03-1746-2000
tentang Tata Cara Perencanaan dam Pemasangan
Sarana Jalan ke Luar untuk Penyelamatan Terhadap
Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung atau edisi
terbaru.

Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk
pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses
bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya
kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan
keluar untulk penyclamatan sesuai dengan 8NI 03
1735-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan
dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya
Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung atau
edisl terbarma dan SNI 03-1736-2000 tentang Tata
Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk
Pencegahan Bahava Kebakaran pada Bangunan
Gedung atau edisi terbaru.
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Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar
dan sistem peringatan bahava dimaksudkan untuk
memberikan arahan bagi pengguna pgedung dalam
keadaaan darurat untuk menyelamatlkan dirl sesuai
dengan  SNI 03-6573-2001 tentang Tata Cara
Feranecangan Pencahayaan Darurmat, Tanda Arah dan
Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung
atau edisi terbaru.

Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung
scbagai penyediaan sistern komunikasi untuk
keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar
pada saat terjadi kcbakaran atau kondisi lainnya
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai telekomunikasi.

Persyaratan instalasi bahan bakar gas mealiputi jenis
bahan bakar gaa dan instalasi gas yang dipergunakan
baik dalam jaringan gas kabupaten maupun gas
tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang.

Setiap bangunan gedung dengan fungsi, Klasifikasi,
has, jumlah lantai danfatau jumlah penghuni
tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi
kebakaran bangunan gedung.

Pasal 49

Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap
bahaya petir dan bhahava kelistrikan meliputi
persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan
sistem kelistrikan,

Persyaratan  instalasi  proteksi  petir  harus
memperhatikan perencansan sistem proteksi petir,
instalasi  proteksi pedr, pemerikaaan dan
pemeliharaan serta mmemenuhi SNI 03-7015-2004
tentang Sistem Proteksi Petir pada Bangunan Gedung
atau edisi terbaru dan/atau standar teknis lainnya.

Persyaratan sistem kelistnikan harus memperhatikan
perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi
Listrik, beban  lisirik, sumber daya @ listrik,
traneformator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharasn dan memenuhi SNI 04-0227-1994
tentang Tegangan Standar atau edisi terbaru, SNI 04-
0225-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi
Ligtrik atau edisi terbara, SNI 04-7018-2004 tentang
Sistern Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga atau
edisi terbaru dan SNI 04-7019-2004 tentang Sistem
Pasokan Daya Listrik Darurat Menggunakan Energi
Tersimpan atau Edisi Terbaru dan/atau standar
teknis lainnya.
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Pasal 50

Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum
harus dilengkapi dengan sistern pengamanan yang
memadal untuk mencegah lerancamnya kesclamatan
penghuni dan harta benda aldbat hencana bahan
peledak.

Sistern pengamanan scebagaimana dimaksud pada
avat (1) merupakan kelengkapan pengamahan
bangunan gedung untuk kepentingan umum dar
bahaya bahan peledak yang meliputi prosedur,
peralatan dan petugas pengamanan.

Prosedur pengamanan sebagaimansa dimaksud pada
ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan
pengunjung bangunen gedung yang Kemungkinan
membawa benda atau bahan berbohaya yang dapat
meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung
dan/atau pengunjung di dalamnya.

Peralatan pengemanan sebagaimana dimaksud dalam
ayvat (2) merupakan peralatan detektor yang
diguhakan uniuk memeriksa pengunjung barngunan
gedung yang kemungkinan membawa benda atau
bahan berbahaya yang dapat meledakltan dan/atau
memhakar bangunan gedung dan/atau pengunjung di
dalamnya.

Petugas pengamanan scbagaimans dimaksud pada
ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk
memeriksa pengunjung bangunan gedung yang
kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya
yang dapat meledaklkan dan/atau membakar
bangunan gedung dan /atan pengunjung di dalamnya.

Persyaratan  sistem pengamansn  sebagaimans
dimaksud pada ayat (2) yang meliputi Letentunan
mengenal tata rcara  perencanaan, pemAsangan,
pemeliharaan instalasi gistem pengamanar
disesuaikan dengan pedornan dan standar teknis yang
terkait.

Paragraf 7
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

Pasal 51

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi
persyaratan sisiem penghawaan, pencahaysan, sanitasi
dan penggunaan bahan bangunan.
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Pasal 52

Sistern penghawaan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa ventilasi
alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai
dengan fungsinya.

Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan
gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai
bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk
kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu
dan jendela.

Fersyaratatl teknis sistemm dan kebutuban ventilasi
harus mengikuti SNI  03-6300-2000 tentang
Konservasi Energi Siastem Tata Udara padsa Bangunan
Gedung atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 tentang
Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan
Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung atau
edisi terharu, siandar tentang tata cata perencanaan,
pemasangan dan pemeliharaan sistem wventilasi
dan/atau standar teknis terkait.

Pasal 53

Sistem pencahayaan bangunan gedung scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa sistem
pencahayaan alami danfatau buatan dan/atau

pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya,

Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan
gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai
bukaan wuntmk pencahayaan zalami yang optimal
disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan
fungsi tiap-tiap ruangan dalam bangunan gedung.

Sistern pencahayaan buatan sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1] harus memenuhi persyaratan:

a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan
sesuai fungsi ruang dalam dan tidak
menimbulkan efek silau / pantulan;

b. sistem pencahayean darumsat hanya dipakai pada
bangunan gedung fungsi tertentu, dapat bekerja
secara otomatis dan mempunyai tingkat
pencahavaan yang cukup untuk evalcuasi;

c¢. harus dilengkapi dengan pengendali manual/
otomatis dan ditempatkan pada tempat yang
mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.



(4)
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(2

(3)

(1}

(2)

FPersyaratan tekmia sistcm pencahaysan harus
mengikinti SNI  03-6197-2000 tentang Konservasi
Energi Sistemn Pencahayaan Buawan pada Bangunan
Cedunyg atau edisi terbaru, SNi 03-2396-2001 tentang
Tata Cara Ferancangan Sislem Pencahayaan Alami
pada Bangunan Gedung atau edisi terbaru, SNI 03-
£575-200]1 tentang Tata Cara Perancangan Sistem
Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung atau
edisi terbaru dan/atan standar reknis terkait.

Pasgal 54

Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa sistem air
minum dalam bangunan gedung, sistem pengolahan
dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan
instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air
hujan, persyaratatl fagilitasi sanitasi dalam bangunan
gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat
sampah, penampungan sampsah dan/atau pengolahan
aampah).

Sistem air minum dalam bangunan gedung
sebhagaimana dimaksud pada ayat (1] harus
direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air
minum, kualitas air bersih, sistem disirbusi dan
penampungannya.

Persyaratan air minum dalam bangunan gedung

harus mengikuti;

a. kualitas air minum sesuai dengan Lketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
persyaratan XKualitas air minum dan Pedoman
teknis mengenai sistem plambing;

b. SNI 03-6481-2000 lentang Sistern Plambing 2000
atau adigi terbaru; dan

c. pedoman dan/atau pedoman teknis terkait.

Pasal 55

Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus
direncanakan dan dipasang dengan
mempertimbangksn jenis dan tingkat bahaysnya yang
divujudkan dalam bentuk  pemilihan  sisvem
pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan
yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan
pembuangannya.

Air limbah beracun dan berbahaya tidak beleh
digabung dengan air limbah rumah tangga yang
sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses
scsuai dengan pedoman dan standar teknis terkait.
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Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti
SNI 03-6481-2000 tentang 3istem Plambing 2000
atou edisi terbsru, SNI 03-2398-2002 tentang Tata
Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem
Resapan atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000
tentang Spesifiltasi dan Pemasangan Perangkap Bau
atau edisi terbaru dan/atau siandar telomis terkait.

Paszl 56

Persyaratan instalasi gss medik sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 54 wajib diberlakukan di
fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah
perawatan, fasllitas hiperbank, klinik bersalin dan
fasilitas keachatan lninnya.

Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang
berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan
sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada
saat perancangan, pemasangan, pengujian,
pengoperasian dan pemelinaraannya.

Fersyaratan instansi gas medik harus mengiloati SNE
03-7011 2004 tentang Keselamatan pada Bangunan
Fasilitas Pelayanan KXesehatan atau edisi terbaru
dan/atau standar baku/pedoman teknis terkait.

Pannl 57

Sigtem air hujan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 harus dircncanakan dan dipasang dengan
mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah,
kemmampuan tanah atau batuan dalam meloloskan air
ipermeabilitas) tanah dan ketersediaan jaringan
drainase lingkungan fKabupaten.

Setiap bangunan gedung dan pekarangaonya harus
dilcngkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik
dengan sistem perssapan air ke dalam tanah
pekarangan danjatau dialitrkan ke dalam sumur
resapan secbelum dialirkan ke jaringan drainase
lingkungan.

Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk
mencegah terjadinya endapan dan penyumhsatan pada
saluran.

Persyeratan penyaluran air hujan harus mengikuti
ketentuan SKI  03-4681-2000 tentang Sistem
Plarnbing 2000 atau edisi terbaru, SNI 03-2453-2002
tentang Tata Cara Perencanean Sumur Resapan Air
Hujan untuk Lahan Pekarangan atau edisi terbaru,
SNI  03-2459-2002 tentang Spesifikagi  Sumur
Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangsn atau
edisi terbaru dan Standar tentang Tata Cara
Perencanaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Sistem
Penyaluran Air Hujan pada Bangunan Gedung atau
Standar Baku dan/atau pedoman terkait.
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Pasal 53

Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam
hangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 harus direncanakan dan dipazang dengan
mempertimbangkan fasilitas penampungan dan
jenisnya.

Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan
dalam hentuk penyediaan tempat penampungan
kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan
memperhilungkan fungsi bangunan,  jumlah
penghuni dan volume kotoran dan sampah.

Pertimbanguan jenis kotoran dan sampeh divwajudban
dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau
pengolaharnmya yang tdak mengganggu kesehatan
penghuni, masyarakat dan lingkungannya,

Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah
sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan
sampah sementara, sedangkuaa pengangkatan dan
pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem
vang sudah ada.

Potensi reduksi sampsh dapat dilakukan dengan
mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali
sampah bekas,

Sampah beracun dan sampah rumah sakit,
laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar
dengan  insinerator yang tidak — mengganggu
lingkungan.

Pasal 39

Bahan bangunan gedung sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 51 harus aman bagi kesehatan pengguna
bangunan gedung dan tidak menimlbulkan dampak
penting terhadap lingkungan serta penggunaannys
dapat menunjang pelestarian lingkungan.

Bahan bangunan yang aman bagi keschatan dan

tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi

kriteria;

a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun
bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;

b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna,
masyarakat dan lingkungan sekitarnya,

¢. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;

d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan

e. ramsah lingkungan.




Paragraf 8
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

Pasal 60

Pergyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi
kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang,
kenyamanan kondisi udara dalam mang, kenyatmanan
pandangan, seria kenyamanan terhadap tingkat getaran
dan kebisingan.

(1)

(2)

(1)

(2)

1)

Pasal 1

Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan
antar rueng scbagaimana dimaksud dalam Pasal 60
merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari
dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi
antar ruang yang memberikan kenyarnanan bergerak
dalam ruangan.

Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) harus mempertimbangkan fungsi raang,
jumlah pengguna, perabot/fumitur, aksesibilitas
ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Pasal 62

Perayaratan kenvamanan kondisi udara di dalam
ruang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 60
merupakan tingkat kenvamanan vang diperoleh dari
temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk
terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

Persyaralan kenyamanan kondisi udara sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) harus mengkuti SNI 03-
6389-2000 tentang Konservasi Energi Selubung
Bangunan pada Bangunan Gedung atau edisi
terbaru, SNT 03-6390-2000 tentang Konservasi Bnergi
Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung atanu edisi
terbaru, SNI 03-6196-2000 tentang Prosedur Audit
Energi pada Bangunan Gedung atau edisi terbaru,
SNl 03-6372-2001 tentang Tata Cara Perancatigan
Sistern Ventilasi dan DPengkondisian Udara pada
Bangunan Gedung atau edisi terbaru dan/atau
standar baku dan/atau pedoman teknis terkait.

Pasal 63

Pergyaratan kenyamanan pandangan sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 60 merupakan kondisi dari
hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanskan
kegiatannya di  dalam gedung tidak terganggu
bangunan gedung lain di sekitamysg.




(2)
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Persyaratan kenvamanan pandangan sebagaimana
dimaksud pada ayat [1] harus mempertimbangkan
kenyamanan pandangan dan dalam bangunan, ke
luar bangunan dan dar luar ke ruang ruang tertentu
dalam hangunan gedung.

Persyaratan kenyamenan pandangan dari dalam ke
Tuar hangunan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
harus mempertimbangkan:

a. pubahan massa bangunan, rancangasn bukaan,
tata ruang dalam dan luar bangunan dan
rancangan bentuk luar bangunan;

b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan
gedung dan penvediaan RTH.

Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke

dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus mempertimbangkan:

a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar
bangunan Jdan rancangan bentuk luar bangunan;

b. kcberadean bangunen gedung vang ada dan/atau
yvang akan ada di sekitar bangunan gedung dan
penyediaan RTH; dan

¢. pencegahan terhadap gangguan silau dan
pantulan sinar.

Persyaratan kenyamanan pandangan pada bangunan
gedung sebagaimuna dimaksud pada ayat (3} dan
ayat {4) haruz memenuhi ketentuan dalam standar
teknis terkait.

Pasal 64

Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran
dan kebisingan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 merupakan tingkat kenyamanan yang
ditentukan oleh satu keadaan yang tidak
mengaidbatkan pengguns dan fungsi bangunan
gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebigingan
yvang tombul dari dalam banpunan gedung maupun
lingkungannya.

Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan
kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (i]
penyeienggara bangunan gedung harus
mempertimbangkan jenis  kegiatan, penggunaan
peralatan danjatau sumber getar dan sumber bising
lainnya yang berada di dalam maupun di luar
bangunan gedung.

Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran
dan kebisingan pada bangunan gedung scbagaimans
dimaksud pada ayat (1) harus memcnuhi ketentuan
dalam standar teknis mengenai tata cara
perenicanaan kenyamanan terhadap getaran dan
kebisingan pada bangunan gedung.

A
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Paragraf 9
Persyaratan Kemudahan Bangunan CGedung

Pasal 65

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan
ke- dari dan di dalam bangunan gedung serta
kelengkapan sarana danh prasarana dalam pemanfaatan
bangunan gedung.

Pa=sal 66

{1} Kemudahan hubungen ke - dari dan di dalam
bangunan gedung sebagaimana dimwaksud dalam
Pasal 65 meliputi tersedianya fasilitas dan
aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman
termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, ibu
hamil dan lanjut usia.

(2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan
tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar
ruang dalam bangunan gedung., akses evakuasi
termasuk bagi penyvandang disabilitas, anak-anak,
ibu hamil dan lanjut usia.

(3} Bangunan gedung umum vang fungsinya untuk
kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan
kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua
prang termasuk manusia berkebutuhan khusus,

() Setiap bangunan gedung  Tharus memenuhi
perayaratan kemudahan hubungan horizontal berupa
tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai
dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan
pintu yang diperiiinbangkan berdasarkan besaran
Tuangan, fungsi ruangan dan jumiah pengguna
bangunan gedung

(3} Ukuran koridor sebagai akses horiznntal antar ruang
dipertimbangkan berdasarkan fungsi kondor, fungsi
ruang dan jumlah pengguna.

(6] Kelengkapan  sarana dan  prasarana harus
disesuaikan dengan fungsi bangunsn gedung dan
persyaratan lingkungan bangunan gedung.

Pasal AT

(1) Seriap bangunan bertingkat harus menyediakan
sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai
untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung
berupa tangga, ram, L, tangga berjalan (eshalaton
atau lantai berjalan {irapeiator].
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Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan
vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan gedung,
luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta
keselamatan pengguna bangunan gedung.

Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima)
lantai hamas menyediakan &ft penumpang.

Setiap bangunan gedung yang memiliki ift
penumpang harus menycdiakan lift khusas
kebakaran atau Ut penumpang yang dapat
difungsikan sebagai lift kebakaran yang dimulai dari
lantai dasar bangunan gedung,

Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam
bangunan sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
mengikuti SNI 03-6573-2001 tentang Tata Cara
Perancangan Sistcmn Transportasi Vertikal Dalam
Cedung (liff) atau edisi terbaru atau penggantinya.

Bagian Keempat
Persyaratan Bangunan Gedung Hijau

Pasal 68

Frinsip bangunan gedung hijau meliputi

£

b.

bl

(1)

mo e W

perumusan kesamaan tujuan, pemahsaman serta
rencans tindak:

pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa
lahan, material, air, sumber daya alam maupun
sumber daya manusia (reducel;

pengurangan timhulan limbah, baik fisikk maunpun
non-figik;

penggunaan kembali sumber daya yang telah
digunakan sebelumnya (reusej;

penggunaan surnber daya hasil siklus ulang {reeyele};
perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan
hidup melalui upaya pelestarian;

mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan
{klim dan bencans;

oricntasi kepada sikiue hidup;

orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut;
dan

peningkatan dukungun kelembagaan, kepemimpinan
dan manajemen dalam implementasi.

Pasal 69

Bangunan gedung vang dikenai persyaratan
bangunan gedung hijau meliputi bangunan gedung
baru dan bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.




{20 Bangunan gedung vang dikenai persyaratan
bangunan gedung Hijau dibagi menjadi kategori:
a.wajib {mandatory),
b.disarankan (recommended); dan
¢. sukarela {voluntary).

(3] Bangunan gedung yang dikenakan persyaratan
bangunan gedung hijau diatur lehih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Fasal 70

(1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sesual dengan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung.

{2) Selain persyvaratan teknis sebagaimena dimaksud
pada ayat (1}, bLangunan gedung hijau juga harus
mementhi persyaratan bangunan pedung hijau.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan
gedung hijau diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
FPersyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya
yvang Dilestarikan

Pasal 72

Setiap bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan
harus memenuhi persyaratan:

a, administratif; dan

b. teknis.

Pasal 73

(1) Persyaratan administratif bangunan gedung cagar
budays yang dilestarikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

a. status bangunan gedung sebagai hangunan
gedung cagar budaya;

b. status kepemilikan; dan

C., perizinan.

(2) Keputusan penctapan status bangunan gedung
sebagai bangunan gedung caguar budaya scbagaimana
dimsaksud pada ayat {1) huruf a dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang cagar budays.
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Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada
gyat (1) huraf b meliputi status kepemilikan tanah
dan status kepemibkan bangunan gedung cagar
budaya yang dikeluarkan olch instansi yang
berwenang.

Tanah dan bangunan pedung cagar Ludaya dapat
dimiliki olch negara, ewasta, badan wusaha milik
negarafdaerah, masyarakat hukum adat atau
perseorangan.

Pazal 74

Persyaratan teknis bangunan gedung cagar budeya

vang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

72 huruf b meliputi:

a. pergyaratan tata bangunan;

b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung Cagar
Budaya; dan

¢. persyaratan pelestarian.

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. petuntukan dan intensitas bangunan gedung;

b. arsitektur bangunan gedung; dan

c. pengendalian dampak lingkungan.

Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
terdiri atas:

a. kesclamatan;

b. kesehatan;

c. kenvamanan; dan

d. kemudahan.

Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ meliputi;

4. keberadaan bangunan gedung cagar budaya; dan
b. nilai penting hangunan gedung cagar budaya.

Persyaratan keberadasn bangunan gedung cagar
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
harus dapat menjamin keberadaan bangunan gedung
cagar budaya sebagai sumber daya budayz wyang
bersifat unik, langka, terbatas dan tidak membaru.

Persyaratan nilai penting bangunan gedung cagar
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
harus dapat menjamin tereujudnya makna dan nilai
penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik
membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,
agama dan/afau kebudayaan scria memiliki nilai
budaya begi penguatan kepribadian bangsa.




Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan
gedung cagar budaya vang dilestarikan diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pergyaratan Pembangunan Banginan Gedung di Atas
atau di Bawah Tanah, Air atau Presarana/Sarana Umum
dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi
atan Ekstra Tinggl atau Ultra Tinggi dan/atau Menara
Telekomunikasi dan /atau Menara Air

Pasal 76

(1] Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana
dan/atan sarana umum  harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTEL;

b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana
vang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;

¢, tetap memperhatikan keserasian bangunan
terhadap lingkungannya,

d. mendapatksn persetujunan dari pihak yang
berwenang; dan

e. mempertimbangkan  pendapat TABG  dan
pendapat masyarzakar.

(2} Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah
yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum
hatus mementihi persyaratan sebagai berikut:

a. sesuai dengan RTRW, RDTR danfatau RTBL;

b. tidak untuak fungsi hunian atau tempat tinggal;

c. tdak mengganggu fungsi sarana dan prasarana
vang berada di bawah tangh;

d. memiliki sarana khusus wuntuk kepentngan
keamanan dan keselamatan bagi pengguna
bangunan,

f. mendapatkan persetujuan dari pihak yang
berwenang; dan

e. mempertimbangkan  pendapat TABG  dan
pendapat masyarakat.

(3) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau
di atas air harus memenuhi persyaratan sebagal
bernlout:

a. sesnai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;

b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan
fungsi lindung kawasar;

¢, tidak menimbulkan pencemaran;

d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan,
kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi

pengguna bangunarn;




(4}

g. mendapatkan persetujuan dari pihak yang
berwenang; dan

¢. mempertimbangken pendapat TABG dan
pendapat masyarakat.

Pemhangunan bangunan gedung pada daerah

hantaran udeara listrik tegangsn tinggi/ekstra

tingpi/ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi
dan/atau menarda air harus memenuhi perayaratan
sebagai berikoat:

a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;

b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan,
kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagl
pengguna bengunan;

¢. khusus vntuk dserah hantaran listrik tegangan
tinggi harus mengikuti pedoman danfatau
Standar Teknis tentang ruang bebas udara
tegangan tinggi dan SNI Numnor 04-G950-2003
tentang Saluran Udara Tegangan Tingg (SUTT)
dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tingg
(SUTET] - nilai ambang batas medan listrik dan
medan magnet;

d. khusus mcnare telekomunikasi harus mengilauiti
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pernbangunan dan penggunaan menara
telekomunikasi,

e. mendapatkan persetujuan dari pihak yeng
herwenang; dan

f. mempertimbangkan pendapat tim ahli bangunan
gedung dan pendapat masyvarakat.

Bagian Ketujuh

Fersyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung

P

(1)

(2}

(3)

Tradisional, Pemanfaatan Simbol dan Unsur/
Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal

Paragraf 1
Bangunan Gedung Adat.

Tasal 77

Bangunan gedung adat dapat berupa bangunan
ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/
gedung pertemuan masyarakat adat atau sejenisnya.

Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan
oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat
yang tidak bertentangan dengan kefantuan peraturan

perundang-undangan.

Penyelenggarasan bangunan gedung adat dilakukan
dengan mengkuti persvaratan administrabhf dan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat {1}, ayat (2], dan ayat (3].




{4) Pemerintah Daersh dapat mengatur persyaratan
administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat
khusus pada penyelenggaraan bangunan gedung adat
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Ketentuan tmengenal kaidah/nomma adat  dalam
penyelenggaraan bangunan gedung adat terdiri dari
ketentuan pada aspek percncanaan, pembangunan dan
pemanfaatan yang melipub:

penentuan lokasi;

gaya/langgam arsitektur lokal;

arah/orientasi bangunan gedung;

besaran dan/atau Ieasan bangunan gedung dan
tapak;

aimbol dan unsur/elemen bangunan gedung;

tatn ruang dalam dan luar bangunan gedung;

aspek larangan;

aspek ritual; dan

lain sebagainya.

=

- X

Pasal 79

Ketentuan dan tata cara penyelenggarzan buangunan
gedung adat dapat diatur Jebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

Paragrsf 2
Bangunan Gedung dengen Gaya/
Langgem Tradisiorial

Pasal 80

(1) Bangunan gedung dengan gaya/langgam tradisional
dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan,
fungsi usaha, fungsi perkantoran dan/atau fungsi
sosial dan budaya.

{2) Penyelenggarasn bangunan gedung dengan
gaya/flanggam tradisional dilalkukan cleh
perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta
ateul  lembaga  pemerintah gesuai  ketentuan
kaidah/norma tradisional vang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Penyelenggeraan bangunan gedung dengan
gaya/langgam tradisional dilakukan dengan
mengikuli persyaratan administratif dan persyaratan
telmis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
avat (1], ayat (2) dan ayat (3).



(4f Pemerintah Dgerah dapat mengatur persyaratan
administratif dan persyaratan teknis lain yang
bersifat khusus pada penyelenggaraan bangunan
gedung dengan paya/langgam tradisional dalam
Peraturan Bupati.

Fasal 81

Ketentuan mengenai kaidah/norma tradisional dalam
penvelenggaraan bangunan gedung dengan gava flanggam
tradisional terdiri dari ketemtuan pada aspek
perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan, yang
meliputi:

penentuan lekasi,

gaya/langegam arsitektur lokal,

arah forientasi bangunan gedung,

besaran dan/alau luasan bangunan gedung dan
tapak,

gimbol dan unsur/elemen bangunan gedung,

tata ruang dalam dan luar bangunan gedung,

aspek larahpgan,

espck ritual; dan

lain sebagainya.

Ao oX

S ks

Pasal 82

Ketentuan dan tata cara penyelengsaraan bangunan
gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupsatfi.

Paragraf 3
Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional

Pasal 83

{1} Perseorsngan, kelompok masyarakat, lembaga swasta
atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol
dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada
bangunan gedung yvang akan dibangun, direhabilitasi
atau direnovasi.

(2) Penggunaan simbol bangunan gedung tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(3) Penggunaan unsur/elemen bangunan  gedung
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dapat diatur lebih lanjut dalam Pearturan Bupah.

(4} Penggunaan simbol! dan unsur/elemen tradisicnal
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen
tradigsional serta memperkuat karaktenstik lokal pada
bangunan gedung.



(3

(6)

(7)

(8)

(1}

{2)

(3}

(N

Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
dengan makna dan filogofi yang terkandung dalam
simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunalkan
herdasarkan budaya dan sistem nilai yang berlaku.

Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisiomal
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dilalukan
dengan pertimbangan aspek penampilan dan
keaerasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diwajibkan untuk bangunan gedung milik Pemerintah
Daerah dan/atau bangunan gedung milik pemernintah
di daerah dan disnjurkan untuk bangunan gedung
milik lembaga swasta atau perscorangan.

Ketentuan dan tata cara penggunaan simbol dan
unsur/elemen iradisional dapat diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kearifan Lokal

Pasal 84

Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan
atau norma vang mengandung kebijaksanaan dalarn
berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai
sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

Penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan
mempertimbangken kearifan lokal yang berlaku pada
masyarakat setempat yang tdak berlentangan
dengan lketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Kearifan
lokal yang berkaitan dengen penyelenggarcan
bangunan gedung dapat diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Bangunan Gedung 3emi Permanen
dan Bangunan Gedung Darurat

Pasal 85

Bangunan gedung semi permanen dan darurat
merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk
fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi
permanen Jdau darumal yang dapat ditingkatkan
menjadi permanen.




(2)

3)

(h

(2)

(3)

(4}

{1)

Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} harus tetap dapat menjamin
keamanan, kesclamatan, kemudahan, keserasian dan
keselarasan bangunan pedung dengan
lingkungannya.

Tata cara penyelenggaraan bangoman gedung semi
permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kesemhilan
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan
Rawan Rencana Alam

Paragraf 1

Umum
Pasal 86

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan
rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan
rawan angin topan dan kawasan rawan bencana alam
geologi.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan
bencana alam sehagaimana dimalsud pade ayat (1)
dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu
yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan
demi kepentingan urnum.

Kawasan rawan bencana alam se '
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR,
peraturan zonasi danfaiau penctapan dari instansi
yang berwenang kainnya.

Dalam hal peneiapan kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] belum
ditetapken, Pemerintah Daerah dapat mengatur
snuatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam
dengan larangan membangun pada batas terteniu
dalam peraturan bupati dengan mempertimbanglan
keselamatan dan keamanan demi kepentingan
umum.

Parsgraf 2
Persvaratan Bangunan Gedung di Kawassn
Rawan Tanah Longsor

Pasal B7

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mcrupekan
kawasan herbentuk lereng yvang rawan terhadap
perpindahan material pembentuk lereng berupa
batuan, bahan rombakan, tanah atan material
campurarn.




(2

(3)

(4)

-

{1)

{2)

(3)

(4)

Penyelenggaraan bangunan gedung di kKawasan rawan
tanah longsor schagaimana dimeaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam
RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan
dari instansi yang berwenang lainnya,

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat
mengatur mengenai pervaratan penyelenggarann
bangunan gedung di kewasan rawan tanah longsor
dalam Peraturan Bupati

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawassan rawan
tanah lungsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memilild rekayasa teknis tertento yang mampu
mengantisipasi kerusakan bangunaen gedung akibat
kejatuhan material longser dan/atau keruntuhan
bangunan gedung akibat longsoran tanah pada
tapal.

Paragraf 3
Pergyaratan Bangunan Gedung
di Kawasan Rawan Hanjir

Pasal 88

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalaun
Pasal 86 ayat (1} merupakan kawasan yang
diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi
mengalami bencana alam banjir.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan
banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam
RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/stau penetapan
dar instansi yang berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat
mengatur mengenai  poryaratan  penyelenggaraan
hangunan gedung di kawasan rawan banjir dalam
Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan bangunan gedung 4i kawasan rawan
banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu
mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau
kerusakan bangunan gedung akibat genangan banjir.



(1)

{2)

{3)

{4)

Paragraf 4
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan
Eawan Bencana Angin Topan

Pasal 89

Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 86 ayat (1) merupakan
kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau

berpotensi linggi mengalami bencana alam angin
topan.

Penyelenggaraan banguoan gedung Ji kawasan rawan
bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi
danfatau penetapan dan instansi yang berwenang
lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kelumn ditetapken, Pemcrintah Deacrah dapat
mengatur mengenai peryaratan penyelenggarasn
bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin
topan dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan
bencana angin topan secbagaimana dimaksud pada
ayat (1} harus mcmiliki rekayasa teknis tertentu yang
mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/
atau kerusakan bangunan gedung akibat angin
puting beliung.

Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan
Rewan Bencana Alam Geologi

Pasal 90

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi;

a. kawasan rawan gemnpa bumi;

b. kawasan rawan perakan tanah;

¢. kawasan yvang terletak di zona patahan aktif; dan

d. kawasan rawan bahaya gas beracun.

(1}

(2)

Pasal 91

Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan
yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa
bumi dengan skala VII sampai dengan X1 Modified
Mercally Intensity (MMI),

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} ditetapkan dalam Peta Zonasi Gempa
Kabupaten Pringsewu yang dijabarkan lebih lanjut
dalarm Permturan Buypati,




3

(4}

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan
germmpa bumu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam
SN1 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencinaan
Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung atau
edisi terbarunya.

Penyelenggarsan bangunan gedung di kawasan rawan
gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
harus memiliki rekavasa teknis tertentu vang mampu
mengantisipasi  kerusakan dan/falau keruniuban
hangunan gedung akibat getaran gemnpa burm dalam
periode wakiu tertentu.

Pasaj 92

Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan
vang memiliki tingkat Kerentanan gerakan tanah
Penvelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan
gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memennhi persyaratan sesuai ketentuan dalam
RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan
dari instansi yvang berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) helum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan
hangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah
dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan hangunan gedung di kawasan rawan
gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memilili rckayasea tcknis tertentu yang rampu
mengantisipasi kerusakan dan/fatau kerantuhan
bangunan gedung alkibat gerakan tanah tinggi.

Pasal 93

Kawasan yang terletak di =zona patahan aktif
merupakan kawasan yang berada pada sempadan
dengan lebar paling sedikit 250 (dua Tatus lima
puluh] meter dari tepi jalur patahan aktif.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasarl yang
terletak di zona patahan akiif eebagaimana dimalesud
pada avat (1) harus memennhi persyaratan sesuat
ketentuan dalam RTRW, RDTRE, peraturan zonasi
dan/atau penetapan darn instansi yang berwenang
lainnya.




3

{4

{1)

(2}

(3}

(4)

Dalarn hal ketentuan sebagaimans dimaksud pada
ayat {2} belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan
bangunan gedung di kawasan yang terletak dil zona
patahan alktif dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggarasn bangunan gedung di kawasan yang
lerlelak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu
yang mamgpu mengantisipasi kerusakan dan/atau
keruntuhan bangunan gedung akibat patahan aktif
geologi.

Pasal 94

Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan
kawasan yang  herpotensi danfatau  pernah
mengalami bahaya gas beracun.

Penyelenggaraan hangunan gedung di kawasan rawan
bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada
ayvat {1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTE, peraturan zonasi
dan/atau penetapan dari instansi yang herwenang
lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat
mengatur mengenai pervaratan penyelenggaraan
bangunan gedung di kawasan rawan bahaya gas
beracun dalam Peraturan Bupat.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan
bahaya gas beracun scbagdimmana dimaksud pada
avat (1) harue memiliki rekavasa tekmis tertentu yang
mampil  mengantisipasi  keselamatan  penghuni
bangunan gedung akibat bahaya gas beracun.

Paragraf 6

Tata cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan

Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 95

Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan
Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.




(1)

(2)

(3}

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

mum

Pasal 96

Penvelenggaraan bangunan gedung terdini atas
kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian

dan pembongkaran.

Kegiatan pembangunan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
melalui proscs porcncanaan  telmus  dan proses
pelaksanaan kematruksi.

Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung
sehagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan
secara berkala, perpanjangan sertifikat laik fungsi,
dan pengawasan permanfaaian angunan gedung.

Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan
dan pemanfaatan  termmasuk  perawatan  dan
pemugaran serta kegiaten pengawasannyas.

Kegiatan rembnngkaran hangunan gedung
schagaimana dimaksud pada avat (1) meliput
penetapan pembongkaran dan pelaksanaan
pembongkaran serta perngawasan pembongkaran,

Dalamm hal penyelenggaraan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), penyelenggara
bangunan gecdung wejib memenuhi persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin
keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan
dampak penting bagi lingkungan.

Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh
perorangan atau penyedia jasa di bidang
penyclenggaraan goedung.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1

Umum

Pasal 97

Kegiaten pembangunan bangunan gedung dapat
diselenggarakan secara Sswakelola atau menggunakan
penyedia jasa di bidang percncanaan, pelaksanaan
dan/atau pengawasarn.




(1)

{2)

(3l

(1)

(2)

(3)

(4]

(5)

Pasaal 98

Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung
secara sawakclola scbegaimena dimakeud dalam
Pasal 97 menggunakan gambar rencana teknis
sederhana atau gambar rencana proiotipe.

Pemerntalhh Daerah dapat memberikan bantuan
teknis kepada pemilik bangunan gedung dengan
penvediaan rencana teknik sederhana atau gambar
profotipe.

Pengawasan pembangunan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh
Pemerintah Daersh dalam rangka kelaikan fungsi
bangunan gedung.

Parapraf 2

Perencanaan Teknis
Pasal 99

Setiap kegigtan mendirikan, mengubah, menambah
dan membongkar bangunan gedung  harus
berdasarkan pada Perencanaan Telknis yang
dirancang oleh penvedia jasa perencanaan bangunan
pedung yang mempunyai sertiflkasi kompetensi di
hidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya,

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} perencanan teknis untuk bangunan
gedung bunian tunggal sederhana, bangunan gedung
lrunian deret sedethana dan bangunan gedung
darurat.

Pemerintah Daerah dapat mengatur perencansan
teknis untuk jenis bangunan gedung leinnya yang
dikecualikan dari ketertuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang diatur di delam Peraturan Bupat.

Perencanaan tcknis bangurnan gedung dilakukan
berdasarkan kerangka acuan ke::ia dan dokumen
ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan
bangunan gedung yang memiliki sertifikasi sesuai
dengan bidangnya.

Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun
dalam suaiu dokumen rencana teknis bangunan
gedung.




(1)

(2)

(3)

(5)

Paragraf 3
Dokumen Rencana Teknis

Pasal 100

Dokumen rencana teknis bangunan gedung
sebagaimana ditnaksud datam Pasal 99 ayat (3) dapat
meliputi:

a. gambar rencana tekmis berupa: rencana teknis
arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/
elektmiloal;

. gambar detail,

gyarat-gyarat urnum dan syarat teknis;

. rencana anggararl biaya pembangunan; dan

laporan percncanaa.

0T

Dokumen rencana telmis sebagaimana dimaksud
pada avat (1) diperzksa, dinilai, disetujui dan
disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan
mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai
dengan fungsi dan klasifkasi bangunan gedung,
persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan,
kenvamanan dan kemudahan.

Penilaian dokumen rencana tekmisz bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] wajib
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan
gedung yang digiunakan bagl kepentingan umuin,

b. pertimbangan darnn TABG dan memperhatikan
pendapat  masyarakat untuk yang akan
menimbhulkan dampak penting; dan

. koordinasi dengan Pemerintah Taerah  dan
mendapatkan pertimbangan dari TABG serta
memperhatikan pendapat masyarakat untuk
bangunan gedung yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.

Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Dokumen rencana teknis vang telah disetujui dan
disahkan dikenalkan biaya retribusi IMEB  yang
besarnya  ditetapkan  berdasarkan fungsi dan
Klasifikasi bangunan gedung.

Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat [5) maka Bupati dapat
menerbitkan IMB.



Paragraf 4
Ketentuan Penghitungan Besaran Retribusi IMB

Masal 101

Ketentuan  penghitungan besaran retribusi IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6] metiputi

ao g

(1)

(2)

(L)

(2)

(3)

jenis kegiatan dan obyek yang dikenakan retribusi,
penghitungan besarnya retribusi IMB; dan

indeks penghitungan besamya retribusi IMB; dan
harga satuan (tarif retribusi IMB.

Pasal 102

Jenis kepiatan penvelenggarasn bangunan gedung

vang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 100 huruf a meliputi:

a. pembangunan baru;

b. rehabilitasi/rencvasi {perhaikan/perawatan,
perubahan, perluasan /pengurangan); dan

c. pelestarian/pemugaran.

Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 huruf a meliputi biaya penyelenggaraan
IMB vang terdiri atas pengecekan, pengukuran lokasi,
pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada
bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Pasal 103

Penghitungan besarnya IMD scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 huraf b meliputi:

a. komponen retribusi dan biaya;

b. besarmya retribusi; dan

¢. tingkat penggunaan jasa.

Komponen retribusi dan  biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. retribusi pembinaan penyclenggaraan bangunan
gedung;

b. retribusi administrasi IMB; dan

c. retribusi penyediaan formulir perrnohonan IMB.

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud padas

ayat (1] huruf b dihitung dengan penetapan

berdasarkan:

a. lingkup butir lcomponen retribusi sesuai dengan
permohonan yvang diajukan;

b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (1); dan

c. volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi
untuk bangunan gedung dan/aau prasardnaiys.




(4)

(1)

(2}

(L)

(2)

(3)

(4}

Tingkat pengpunaan jasa atags pemberian layanan
IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi
dan waktu penggunasn bangunan gedung sera
indcks wuntuk praserana gedung sebagai tingkat
intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan
dan sesual dengan cakupan kegiatannya.

Fasal 104

Indeks penghitungan besamya retnbusi IMB
schagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c
mencakup:

a. penctapan indeks penggunaan jasa scbagai faktor
pengali terhadap harga satuan retribusi untuk
mmendapatan besarnya retribusi;

b. skala indeks; dan

c. kode.

Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. indeks untuk penghitungan hbessrmya retribusi
Langunan gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi
genap hangninan pedung dengan
mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung;

b. indeks untuk penghitungan besamya retribusi
prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk
seriap jenis prasarana bangunan gedung; dan

¢. kode dan indcks penghitungan retribusi IMB
untuk bangunan gedung dan prasarana
bangunan gedung.

Pasal 105

Harga satuan (tarif] retribusi IMB sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 101 huruf d mencakup:

a. hargs satuan bangunan gedung; dan

b. harge satusn prasarana bangunan gedung,.

Harga satuan (tanf} reinbus: IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupali sesuai
dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan
pertimbangan lainnya.

Harga satuan (tarif) [MB banpunan gedung
dinyatakan per satuan luas (meter persegi) lantai
bangunan.

Harpa samian bangunan gedung  ditetapkan
berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. luas bangunan gedung dihitung dar gans sumbu
(as) dinding/kolom;




b.

lugs teras, balkon dan selasar luar bangunan
gedung dihitung setengah dar luas yang dibatasi
olch sumbu-sumbunya;

. luas bagian bengunan gedung sepert kanep: dan

pergola {vang berkolom) dihitung setengah dan
lnas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya,

. Juas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan

pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dan lnas
yang dibatasi cleh garia tepi atap konatruksi
tersebut: dan

. lnas overstek/hdfel dihitung dari luas wyang

dibatasi oleh garis tepia konstruksi terasebut.

(3) Harga satuan  prasarsna  hangunan  gadung
dinyatakan per satuan volume  prasarana
berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

konstruksi pembatas/pengaman f penahan
permeter persegi;

konstruksi penanda masuk lokasi permeter
persegl atau unit standar;

c. konstruksi perkerasan per meter persegi;
d.

konatruksi penghubung permeter persegi atau
unit standar:

konstruksi kolam/reserveir bawah tanah permeter
persegi,

konstuuksi menara per unit  standar dan

pertambahanmyva;

g. konstruksi monumen per unit standar dan

[l

pertambahannya;

. konstruksi instalasi/gardu permeter persegl;

konstruksi reklame per unit standar dan
pertambahannva; dan

konstruksi bangunan lainmya yang termasuk
prasarana bangunan gedung.

Pasal 106

Penghitungan besamnya IMB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 merujuk pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/1017 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung.

Paragraf 5
Tata Cara Penerbitan IMB

Pasal 107

(1) Permohonan IMB disampaikan kepada Pemerintah
Daerah dengan dilampiri persyaratan adminietratf
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan
Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal Y.




(2)

(3)

(4)

(5]

(6)

{7)

Persyaratan administretif sebagaimana dimakeud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. data pemohan;

b. data tanah; dan

¢. dokumen dan surat terkait.

Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a terdiri dari:

a. formulir data pemohon; dan

b. dokumen identitas pemohorn.

Data tanah schagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri dari:

a. surat bukti status hak atas tanah yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/fatan
pejabat lain vang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan
data teknis tanah; dan

¢. surat pemyataan bahwa tanah tidak dalam status
senghets.

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2] huref ¢ terdiri dar;

a. surat pemyatzan untuk mengikubh ketentuan
dalam Kelerangan Rencana Kabupaten (KRK],

k. aurat pernyataan untuls menggunakan
persyaratan pokok tahan gempa;

c. surat pemyataan menggunakan desain prototipe;

d. data perencana konstruksi jika menggunakan
perencana konstruksi,

€. surat pernvataan menggunakan — pETENCANA
konstruksi bergertifikat; dan

f. surat pernyataan menggunakan  pelaksana
konstruksi bersertifilcat.

Persyvaratan telmis sebagaimana dimsksud pada
ayat (1] terdiri dar;

a. data umum bangunan gedung; dan

b. dekumen rencana teknis bangunan gedung,

Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6]
huruf a, berisi informasi mengenai:

name bangunan gedung,;

alamat lokasi bangunan gedung;

fungsi dan/atan klasifikasi bangunan gedung;
jumlah lantai bangunan gedung,

luas lantai dasar bangunan gedung,

total luas lantai bangunan gedung;

ketinggian /jumlah lantai hangunan gedung:

. luas basement;

jumlah lantai basement; dan

posisi bangunan gedung.

CHEFEmeAn oo




(8)

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(©)

(7}

Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat {6) huruf b, terdiri dari:

a. rencana arsitektur,

b. remcana struktur; dan

c. rencana utilitas.

Fasal 108

FPemerintah Daerah memeriksa dan menilai syarat-
syorat sebagaimana dimalkeud dalam Pasal 107 gerta
status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk
dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberan IMB.

Pemerintah Daerah menempkan  retribusi IMB
berdasarkan bahan  persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pemeriksaan dan penilaisn sebagaimana dimmaksud
pada ayat (1} dan penetapan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} paling lama 3 (tiga} hari kerja
untuk bangunan gedung sederhana 1 {satu) lantai
terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.

Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana Jdimaksud
pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] paling lama 4 (empat} hari
kefga untuk bangunan gedung sederhana 2 {dua)
lantai terhinung sejak tanggal diterima permohonan
IME.

Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dirnaksud
pada ayat {1} dan penetapan retribusi sebagaimana
dimaksud parda ayat {2) paling lama 12 (dua belas]
hari kerja untuk bangunan gedung tidak sederhana
untuk kepentingan umum dengan ketinggian 1 (satu)
sampai dengan 8 (delapan] lantai terhitung sejak
tanggal diterima permohonan IMB.

Pemeriksaan dan penilaian sebagaimans dirnaksud
pada ayat (1] dan pcnctapan retnbuai sebagaitnanea
dimaksud pada avat (2) paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja untuk bangunan gedung tidak sederhana
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung
khusus dengan ketinggian lebih dari & (delapan)
lantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan
IMB.

Pemeriksaan dan penilaion sebagaimana dimnalsud
pada avat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 18 (delapan
belas) harn kerja untuk IMB pondasi bangunan
gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum
dan hangunan gedung khusus tethitung sejak tanggal
diterima permmohonan IMB.




(8)

(9)

(1)

(2)

(1)

{2)

(3)

Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana
dimaksud pada avat (2) pemohon IMB melakukan
pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan
menyerahkan tanda bukii pembayarannya kepada
Pemerintah Dacrah.

Ketentuan mengenai IMB berlaku puls untuk rumah
adat kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerlh
dengan mempertimbanglan faktor nilai tradisional
dan kearifen lokal vang berlakuy di masyvarakat
hukum adatnya.

Fasal 109

Sebelurn memberikan persetujuan atas persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis PFernerimtah
Dacralh dapat mcminta pemohon IMB  untuk
menyermnpurnakan dan/atau melengkapi persvaratan
yang diajukan.

Pemerintah Daesrah dapat menyetujui, mennnds atau
menolak permohonanr IMB yang diajukan oleh
pemohon.

Pasal 110

Pemerintah Daerah dapat menunda menerbitkan IMB

apabila:

a. pcmerintah daerah mesbh memerlukan walktu
tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan
bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan
yvang direncanakan;

b. pemerintah daerah sedang  merencanakan
rencana bagian Kabupaten atau rencana
terperinci Kabupaten.

Penundaan penerbitan IMD schagaimana dimaksud
pada ayat (1] hanya dapat dilakukan T (satu) kali
untuk jangka waktu tidak lebih dan 2 (dua) bulan
terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pemerintah Daersh dapat menolak permohonan IMB

apabila bangunan gedung vang akan dibangun:

a. Udak memenuhi persyauntan administratif dan
telkmis;

b. pengpunaan tanah yang akan didirikan bangunan
gedung tidak sesuai dengan rencana Kabupaten;

¢. mengganhgell ataun memperburuk lingkungan
sekitarmya;

d. mengganggn Ialu lintas, aliran air, cahaya pada
bangunan sekitarnya vang telah ada; dan

e. terdapat keberatan dari masyarakat.




(4)

(1)

(2)

{3

(4]

(S}

(6

(1)

Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) dilakukan secara tertulis dengan
menyebutkan slasannya.

Pasal 111

Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) harus audah
ditertina pemohon dalam waktu paling lambat
7 {tujuh) han setelah surat penolakan dikeluarkan
Pemenintah Daerah.

Pemohon dalam waktu paling lamhbat 14 {empat belas)
hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan
kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintalhh Daerah dalam waktu paling lambat 14
lempat belas} hart setelah menerima keberatan
schagaimana dmmaksud pada ayvat {2) wajib
memberikan jawaban tertulia terhadap keberatan
petnohor.

Jika pemohlon tidak melalkulsan hak sebagaimana
maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima
surat penolakan tersebut.

Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
Daerah dianggap menerima alasan keberatan
pemohon sachingga Pemerintah Daerah  haras
menetrhitican TMB_

Pemohon dapat melakuksn gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara apabila Pemerintah Daerah tidak
melaksanakan ketentuan schagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Pasal 112

Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB apabila:

a. pekerjaan  bangunan gedung yang sedang
dikerjakan terhenti sclama 3 (tga) bulan dan tidak
clilanjutkan lagi herdasarkan pemyataan dan
pemilik bangunar;

b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi
yvang tidak benar; dan

c. pelaksanlaan pembangunan menyimpang dari
dokumen rencana teknis yang telah disahkan
dan /atan persyaratan vang tercantum dalam izin.




(2)

{3)

(4}

{1)

Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud
pada awvat (1) kepada pemegang IMB diberikan
peringatan secara tertulis 3 (tige) kali berturut-turut
dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) har dan
diberikan kesempatan untuk mengajukan

tanggapannya.

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau
tanggapannya tidak dapat diterima, Bupati dapat
mencabut IMB bersangkutan.

Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada
avat (3] dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
Bupati yang memuat alasan pencabutannya.

Fasal 113

IMB tidak diperlukan untk pekerjaan tersebut di

bawah ini;

a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak
mengubah bentuk dan luas, serta menggunalan
jenis bahan semula antara lain:

memlester;

mempetbailki retak bangunan;

melakukan pengecatan ulang;

memperbaiki daun  pintu dan/ataw  daun

jendeln;

memperbaiki penutup udara tidak melebihi

1 m?2(satu meter persegil;

membuat pemindah halaman tanpa

konatruksi,

7. memperbailki langit-langit tanpa menguhbah
jaringan utilitas;

8. mengubah bangunan sementara.

b. memperbaiki saluran air hujen dan selokan dalam
pekarangan bangunarn;

¢. membuat bangunan vang sifatnya sementara bagi
kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas
tidak melebihki gans sempadan belakang dan
samping serta tidak mengganggu kepentingan
orang lain atan umum;

d. membuat pagar halaman yang sitaimya sementars
(Hdak pcrmanen] yang tingginya tidak melchihi
120 (seratus dua puluh) sentmeter kecuali
adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang
lait atau wmum; dan

e, membiyat bangunan yang sifat penggunaannya
sementara waktu.

PN
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(2)

(3)

{1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap  dipersyaratkan  ketentuan  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 102,

Tata cara mengenai perizinan bangunan gedung
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis

FPagal 114

Percncanaan teknis bangunan gedung dirancang oleh
penyedia jasa perencanaan bangunan gedung vang
mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya
sesuai dengan klasifikasinya.

Penvedia jasa perencana bangunan geduhg
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
perencana arsitektur;

perencana stuklur;

perencana mekanikal;

perencana elektrikal;

perencana pemipaan (plumber);

perencana proteksi kebakaran; dan

£. Pperencana tata lingkungan.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan
teknia untuk jenis bangunan gedung yang
dikecualikan dari ketentuan schagaimana dimalksud
pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Bopati.

m® Lo P

Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan

gedung meliputi:

a. penyusunan konsep perencanaan;

b. pra-rencana;

c. pengembangan rencana;

¢d. rencana detail;

. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;

f. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan
jasa pelaksansat,

g. pengawasan berkala pelaksanasn konstruksi
bangunan gedung, dan

h. penyusunan pelunjuk pemanf@alan  batgunarn
gedung.

Perencanaan teknls bangunan gedung harus disusun
dalamm suatu dokumen rencana teknis bangunan

pedung.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi

Paragraf 1
Peclaksanaan Konatruksi

Fagal 115

{1} Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi
kegiatan pembanginan baru, perbaikan,
penambahan, perubahan dan/atau pemugaran
bangunan gedung dan/atau instalasl dan/fatan
perlengkapan bangunan gedung.

(2) Pelaksanaan konstruksi bangunpan gedung dimulai
sctelah pemilik bangunan gedung memperoleh [MB
dan dilaksanakan berdasarkan dollumen rencansa
tekmis yvang telah disahkan,

{3) Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau
badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali
ditetapken lain oleh Pemerintah Daerah.

(4) Dalam melaksanalean pekerjaan, pelaksana
bangunan wajib mengkuti semua ketentuan dan
syarat-syarat pembangunan yang ditelapkan dalam
IMBE.

Pasal 116

Untuk memulai pembangunan, pemilik IMR wajib mengsi
lembaran permohonan pelaksanasn bangunan, yang
berisikan keterangan mengenai:

a. nama dan alamat;

b. nomor TMD;

c. lokasi bangunan; dan

d. pelaksana atau penanggungjawab pembangunar.

Pagal 117

(1} Pelaksanann konstruka didasarkan pada dekumen
rencana teknis yang sesuai dengan IMB.

(2} Pelaksanaan konstrulosi hangunan gedung
schagaimana dimaksud pada ayat (1} berupa
pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan,
penambahan, perubahan danfatau pemugaran
bangunan gedung dan/ateu instalasi dan/atau
perlengkapsan bangunan gedung.




(1}

2

(3)

(4)

(9)

(&)

(1)

Pasal 118

Kegiatan pelaksanaan konstruksi hangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terdiri atas
kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanzan oleh
Pemerintah Daerah, keglatan persiapan lapangan,
kepiatan konstruksai, Lkegiatan pemeriksaan aldhir
pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil
akhir pekerjaan.

Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} meliputi pemeriksaan
kelengkapan, kebenaran dan  keterlaksanaan
konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan.

Persiapan lapangan scbapaimana dimaksud pada
ayat (1) mehputi penyusunan program pelaksanaan,
mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik
lapangan.

Kegiatan konsiruksi meliputi kegiatan pelsksanaan
konstruksi di  lapangan, pembuatan laporan
kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja
pelaksanaan (shop drowingsy dan gambar
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah
dilaksanakan {as built drauings) scrta kegiatan masa
pemeliharaan konstruksi.

Kegiatan pcmeriksaaan akhir pekerjean konstruksi
meliputi  pemerikaaan hagil  akhir  pekerjaan
konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian
dengan dokumen pelaksanaan yang bervuud
bangunan gedung yang laik fungsi dan dilengkapi
dengan dolumen pelaksanaan lkonstrukei, gambar
pelaksanaan pekerjaan (as built drawingsl, pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung,
peralatan serta perlengkapan mekanikal dan
clektrikal acrta dolkumen penycrahan hasil pekerjaan,

Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana
dimaksud pada avat {3), pemilik bangunan gedung
atau  penyedia  jasa/pengernbang mengajulkan
permohonan penerbitan sertifikat  laik  fungsi
bangunan gedung kepada Pemerinteh Daerah.

Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 119

Pelaksanaan kKonstruksi wajib diawasi oleh petugas
pengawas pelaksanaon konstrulsi.




(2)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan
tata bangunan, keselarmatamn, kegehatan,
kenyamenan, kemudahan dan IMB.

Pasal 120

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 berwenang;

a.

(1

(2)

(3)

(4)

(3}

memasulkl dan mengadalkan pemeriksaan di tempat
pelalrsanaan konstruksi setelah menunjukkan tanda
pengenal dan surat tugas;

menggunakan acuan peraturan umum bahan
bangunan, rencana kerja syarat-syarat dan IMB;
memerintahkan untuk  menyingkirkan bahan
banpgunan dan bangunan yong tidak memenuhd
syarat yang dapat mengancam Lkesehatan serta
keselametan umum; dan

menghentilkan pelaksanaan konstruksi dan
melaporkan kepada instansi yang berwenang

Paragraf 4
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 121

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dilakukan setelah bangunan gedung selesai
dilaksanalken oleh pelaksana konstruksi sebelum
diserahkan kepada pemilik bangunan gedung.

Pemerikesann kelnikan fungsi bangunan pgedung
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh
penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung,
kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah
tinggal deret oleh Pemerintah Dasrah.

Segala biaya yang diperluksn untuk pemeriksaan
kelaikan fungsi oleh penyedia jasa pengkajian teknis
bangunan gedung menjadi tanggung jawab penrilik
atal pengguna.

Pemerintah Dasrah dalam melakukan pemerksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung dapat mengikut
seitakan pengkaji teknis yprofesional dan penilik
bangunan (building inspeciory yang bersertifikat
sedangkan pemilik  tetap bertanggungjawab dan
berkewajiban untuk menjaga keandalan banpunan
gedung.

Dalam hal belum terdapat pengkaji tekmis bangunan
gedung, pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi
profesi vang terkait dengan bangunan gedung.



(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

4

Pas=sl 122

Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit
teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian
dapat melakukan pemeriksaan berkala dalam rangka
pemeliharazn dan perawatan.

Pemilik/ pengguna bangunan dapat melakukan ikatan
kontrak dengan pengelola berbentuk badan usaha
yang memiliki wunit teknis dengan SDM yang
bersertiikat keahlian pemerikeaan berkala dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung.

Pemnilik perorangan bangunan gedung cdapat
melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala
selama yang bersangkutan memiliki sertifikat
keahlian.

Pasal 123

Pelaksanaan perneriksaan kelalkan fungsi bangunan
gedung wuniuk proees penerbitan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF] bangunan gedung hunian rumah tinggal
tidak sederhana, bangunan gedung lainnya atau
bangunan gedung tertentu dilakukan oleh penyedia
jasa pecngaweasan atau manejemen konetruksi yang

memilikd sertifikat keahlian.

Pelnksannon pemeriksann kelaikan fungsi bangunan
gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan
gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa
pengawasatl atau manajemen konstruksi yang
memiliki sertifikat dan tm internal yang memiliki
asertifikat keahlian dengan memperhatikan
pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi
vang bertangpungjawab di bidang fungsi khusus
tersebut.

Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung untuk proses peoerbitan SLE
bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya
dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan
umum dilgkukan oleh penyedia jasa pengkajian
tcknis konstruksi bangunan gedung yang memilile
sertifikat keahlian.

Pelaksanann pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan
gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasse
pengkajian telmniz konstruksi bangunan gedung yang
memmiliki sertifikat keahlian dan tim internal yang
memiliki sertifilat keahlisn dengan memperhatikan
pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi
yang bertanggungawab di bidang fungsi dimalcsud.




(5 Hubungan kera antara pemilik/pengguna bangunan
gedung dan penyvedia jasa pengawasanjmanajemen
konsiruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis
konatruksi bangunan gedung dilaksanakan
berdasarkan ikatan kontrak,

Pasal 124

(1} Pemerintah Daerah khususnya instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung dalam
proses penerbitan SLF bangurian gedung
melaksanakan pengkajian tekmis untuk pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah
tinggal tunggel termasuk rumah tnggal tunggat
gederhana dan rumah deret dan pemeriksaan berkala
bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan
rumah deret.

{2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak terdapat
tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat
menugaskan penyedia jasa pengkajiann  telmis
kontruksi bangunan gedung untuk melakukan
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
hunian mumah tinggal tunggal sederhana dan rumah
tinggal deret sederhana.

(3) Dalam hal penyedia jasa scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum tersedia, instansi teknia pembina
penyelenggara bangunan gedung dapat bekerja sama
dengan asosiasi profesi di bidang bangunan gedung
untuk melakuken pemeriksaen kelaikan fungsi
bangunan gedung,

Paragraf 5
Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung

Pasal 125

(1} Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan atas
dasar permintaan pemnilik/pengguna bangunan
gedung unituk bangunan gedung vang telah selesai
pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan

SLF bangunan gedung yang telah pernah mempercleh
SLF.

(2) SLF bhangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] diberikan dengan mengikuti prinsip
pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.

(3) SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan
adminigtratf dan persyaratan telmis sesuai dengan
fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dzalam Pasal 5 sampai dengan Fasal 9.
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(4) Persyaratan adminigtratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1):
&. pada proses pertama kali SLF bangunan gedung:

1.

2.

3.

kesesuaian data aktual dengan data dalam
dokumen status hak atas tanah;

kesesualan data aktual dengan data dalam
IMB dan/atau deckumen status kepemilikan
bangunan gedung; dan

kepemilikan dokumen IMB.

b. pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung:

1.

3.

kesesuaian data aktual dan/atau adanva
perubahan dalam dokumen status
kepemilikan bangunan gedung;

kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau
adanya perubsahan dalam dokumen status
kepemilikan tanah; dan

kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau
adanya perubahan data dalam dokumen IMB,

{5) Persyaratan tekmis sebagaimana dimaksud pada
ayst (1) adalah sebagai berikut:

a. pada proses pertama kali SLF bangunan gedung:

1.

kesesnaian data aktual dengan data dalam
dokumen pelaksanaan konstruksi termasuk
as builk drawings, pedoman pengoperasian
dan pemeliharaan /perawatan bangunan
gedung, peralatan serta  perlengkapan
mekanikal dan elekirikal dan dokumen ikatan
kerja;

pengujian  lapangan {en site] danjfatau
laboratorium wuntuk aspek kesclamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan parla
struktur, peralatan dan  perlengkapan
bangunan gedung serta prasarana pada
komponen konstruksi atau peralatan yang
memerlukan data teknis alkurat segusi dengan
pedoman teknis den tata cara pemeriksaan

kelaikan fungsi bangunan gedung.

b. pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung:

1.

kesesuaian data aktual dengan data dalam
dokumen hasil pemeriksaan berkala, laporan
pengujian slruktur, peralatan dan
perlengkapan bangunan  pedung  serta
prasarana bangunan gedung, laporan hasil
perbaikan  dan/fatau penggandan pada
kegiatan perawatan, termasuk perubahan
fungsi, mmtensitas, arsitektrur dan dampak
lingkungan yang ditimbulkan;




P

(6)

2. pengujian lapangan [(on site) dan/atau
laboratorium untuk aspek keselamatan,
kKeseharan, kenyamanan dan kemudaharn pada
struldur, peralatan dan  perlengkapan
bangunan gedung serta prasarana pada
struktur, komponen konstruksi dan peralatan
vang memerlukan data tekmis akurat
termasuk perubahan fungsi. peruntukan dan
intensitas, argitekitur serta dampak
lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai
dengan pedoman teknis dan tata cara
pemeriksaan  kelaikan fungsi bangunan
pedury.

Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} dicatat dalam daftar simak, disimpulkan
dalam surat pernyataan pemerikaaan kelaikan fungsi
bangunan gedung atau rekomendasi pada
pemeriksaan pertama dan pemeriksaan berkala.

Bagiamn Keempat
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1

LJmuam

Pasal 126

Kegiatan pemanfaatan banpunan gedung meliputi
premanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan
secara berkala, perpanjangan SLF dan pengawasan
pemanfaatan.

(L)

(2)

(3)

FPasal 127

Pemanfatan bangunan gedung schagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 merupalan kegiatan
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan
fungs! vang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik
memperclelh SLF.

Pemanfaatan sebagaimane dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertb
teknis untuk menjarin kelaikan fungs bangunan
gedung tanpa mconimbulkan dampak ponting
terhadap lingkungan.

Pemilik bangunan pedung untuk Kepentingan umum
harus mengiluti program pertanggungan terhadap
kemungkinan kegagalan bangunan gedung selams
pemanfaatan bangunan gedung.




(1)

(2)

(3}

(4]

(1)

{2)

{3)

Paragraf 2
Pemeliharazn

Pasal 128

Kegiatan pemeliharaan gedung  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 meliputi pembergihan,
perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan
dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan
bangunan gedung danj/atau kegiatan sejenis lainnya
berdasarkan redoman pengoperasian dan
pemeliharaan hangunan gedung.

Pemilik atan pengguna bangunan gedung harus
melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan dapal menggunakan
penyedia jasa pemeliharasan gedung yang mempunyai
gertifikat kompetensi vang sesuai berdasarkan ikatan
kontrak  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan.

Pelaksanaan Lkegiatan pemeliharasn oleh penyedia
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {2) harus
menerapkan prinsip Keseclamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).

Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam
laporan  pemeliharaan yang digunakan schagai
pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.

Paragraf 3
Perawatan

Pasal 129

Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud delam Pasal 126 meliputi perbaikan
dan/fatau penggantian bagian bangunan gedung,
komponen, hahan bangunan dan/atau prasarana dan
sarana berdasarkan rencana teknis perawatan
bangunan gedung.

Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam
melakuksn  kegiatan  petrawatat — sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapal menggunakan penyedia
jasa perawatean bangunan gedung bersertifikat
dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai jasa konstruksi

Perbaikan dan/atau pengegantian dalam kegiatan
perawatan bangunan gedung dengan tingkat
kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah
dokumen rencana tcknis perawatan bangunan
gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah.




(4)

(3)

(1)

[2)

(3)

(4)

(5]

Haail kcgiatan perawatan dituangkan ke dalam
laporan perawatan yang akan digunakan ssbagai
salah  satu dasar pertimbangan penetapan
perpanjangan SLF.

Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penvedia jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] harus
menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan
Kerja [K3).

Paragraf 4
Pemerikasan Berksla

Pagal 130

Pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan untuk seluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan
bangunan dan/atau sarana den prasarana dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan vang harus
dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan
untuk memperoleh perpanjangan SLF.

Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam
melakukan kegiatan pemeriksaan berkala
sehagaimana dimaksud pada ayet (1) dapat
mengguhnaken penvedia jasa pengkajian teknis
bangunan gedung atau perorangan vang mempunyai
sertifikat kompetensi yang sesuai.

Lingkup layanan pemeriksaan berkala bangunan

gedung sebagnitnana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pemerikbsaan dokumen administra=i, pelaksanaan,
pemelihgraan dan perawatan bangunan gedung;

b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung
tethadap  pemmenuhan  persyaratan teknis
termasuk pengujian keandalan bangunan gedung;

¢. kegiatan analisis dan evaluaei; dan

d. kegiatan penyusunan laporan.

Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah
tinggal deret dan bangunan rumah tinggal scmentara
yang tidak laik fungsi dengan SLF vang dibekukan.

Dalam hal bclum terdapat penyedia jasa pengkajian
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pengkajian teknis dilakulkean oleh pemerintah daerah
dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang
terkail dengan bangunan gedung.




(1)

(2)

(3}

(4)

()

Paragraf 5
Perpanjengan SLF

Fasal 131

Perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasel 126 diberlakukan untuk

bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dan masa
berlaku SLF hahis.

Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) vaitu:

a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal
tunggal sederhana dan rumah deret sederhana
tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk
perpanjangan SLF);

b. untuk bangunan gedung hunian rumah tnggal
tunggal dan rwmnah deret sampai dengan 2 {dua)
lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun; dan

c. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah
tinggal tidak sederhana, bangunan gedung
lainnya padas umumnya dan bangunan gedung
tt:,hﬂmm ditetapkan dalam jangka waktu 5 {lima}

un.

Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
berkhimya masa berlaku SLF dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat {1).

Pengurusan perpanjangan 3SLF dilakukan setelah

pemilikk/pengguna/pengelola bangunan  gedung

memiliki  hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi

bangunan gedung berupa:

a. laporan pemeriksaan berkala, laporan
pemeriksaan dan perawatan bangunan gedung;

b. daftar gimak pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunen gedung; dan

c. dokumen surat pernyataan pemeriksaasn kelaikan
fungsi bangunan gedung atau rekomendasi.

Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh
pemilik/pengguna/pengelola  bangunan  gedung
dengan dilampiri dokumen:

a. surat permchonan perpanjangan SLF;

b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunen gedung atsu rekomendasi hasil
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
yang ditandatangani di atas melerai yang cukup;

. as built draunngs,
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d. foiokopi IMB bangunan gedung atau
perubahannya;

€. Totokopi dokumen status hak atas tanah;

fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan

gedung;

E- rckomendasi dari instansi teknis vang
bertanggungjawab di bidang fungsi khusus; dan

h. dokumen SLF bangunan gedung yang terakhir,

(6} Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30
[tiga puluh] hari setelah diterimanya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7} SLF disampaikan kepada pemochon selambat-
lambattiya 7 {tujuh) hari kerja sejak tanggal
penertilan perpanjangan SLF.

-
-

Fasal 132

Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bugpati.

Paragraf &6
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 133

Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan

oleh Pemerintah Daerah;

a. pada saat pengajuan perpanjangan SLF,

bh. adanys laporan dari masyarakat: dan

c. adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau
bangunsan gedung yang membahayakan lingkungan.

Paragraf 7
Pelestarian

Pasgal 134

(1) Peleatarien bengunan gedung melipud kegiatan
penetepan  dan pemanfastan, perawatan dan
pemugaran dan kegiatan pengawasannye sesuai
dengan lmidah pelestarian,

(2) Pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilaksanakan secara tertib dan
memgamin  kelaikan fungsi bangunan gedung dan
lingkungsnnys sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.




(1)

(2}

(3)

(4)

Paragraf 8
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung
Cagar Budaya yang Dilestankan

Fasal 135

Bangunan gedung dan lingkungannya dapat
ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang
dilindungi dan dilestarikean apabila telah berumur
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun atau mewakili
masa gaye sekurang-kurangnya 50 (lima puluah)
tahun, scria dianggup mempunyai niai penting
sejarah, ilmua pengetahuan dan kebudayaan termasuk
nilai arsitektur dan teknologinye serta memiliki nilai
budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat
mengusulkan bangunan gedung dan lingkungannya
yang memenilhi syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar
budaya yang dilindungi dan dilestarilcan.

Bangunan gedung dan linglkungannya sebagairnana
dimaksud pada sayat (1) sebelum diusulkan
penetapannya harus telah mendapat pertimbangan
dan tim ahl pelestarian bangunan gedung dan hasil
dengar pendapat masyarakat dan harus mendapat
persetttjuan dari pemilik hangunan gedung.

Bangunan gedung yvang diusnolkan untuk ditetapkan

sehagai bangunan gedung wvang dilindung dan

dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yvang terditi

atas.

a. klagiikasi utame yaitu bangunan gedung dan
lingkungannye yang bentuk fisiknya sama sekali
tidak boleh diubah;

b. Kklasifikasi madya yaitlu bangunan gedung dan
lingkungannys vyang bentuk fisiknya dan
ekastericrnya sama sckali tidak boleh diubah,
namun tata riang dalamnya sebagian dapat
diubeh tanpa mengurangi nilai perlindungan dan
pelestariannya;

¢. klasifikasi pratama yaitu bangunan gedung dan
lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh
diubah sebagian tanpa mengurangi nilai
perlindungan dan pelestariannya serta tidalk
menghilangkan bagian utama bangunan gedung

tersebut.

{5) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat

bangunan gedung dan lmgkungannya  yang
dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan
bangunan gedung dimaksud menurut klasifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat {4).




(6}

()

(2)

(3)

%)

5

Kcputusan penctapan bangunan gedung dan
Iingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
secara tertulis kepada pemilik.

Paragraf O
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar
Budaya yang Dilestarikan

FPasal 136

Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya

yang dilestarikan harus mengikuti prinsip:

a. sedikit mungkin melakukan perubahan;

b. sebanyak mungkin mempertashankan keaslian;
dan

¢. tindakan perubghan dilakukan dengan penuh
kehati-hatian.

Penyelenggara sehagaimana dimaksud pada ayat {2)

tendiri atas:

a. pemerintah  pusat, pemerintah provingi atau
pemerintah kabupaten dalam hal bangunan
gedung cegar budaya dimiliki oleh necgara/
daergh;

b. pemilik bangunsn gedung cagar budaya yang
berbadan hukum atau persecrangan;

c. pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung
cagar budaya yang berbadan hukum atau
perseorangan; dan

d. penyedia jasa yang kompelen dalam bideng
hangunan gedung.

Penyelenggarasn bangunan gedung cagar budaya

yang dilestarikan meliputi kegiatan:

persiapan;

perencanaan teknis;

pelaksanaan,

pemanfartan; dan

pembongkarar.

Kegiatan persiapan secbagaimana dimaksud pada

ayat {3) huruf a dilakukan melalui tahapan:

a. kajian identifikasi; dan

b. usulan penanganan pclestarian,

Perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya

yang dilestaritan sebagaimens dJdimaksud pada

ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:

a. penyiapan dokumen rencana teknis pelindungan
bangunan gedung cagar budaya; dan

b. penyiapen dokumen rercana teknis
pengembangan dan  pemanfaatan bangunan
gedung cagar hudaya sesuai dengan Pangsi yang
ditetapkan.

0 Ro g

L



{8} Pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang
cilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ meliputi pekerjaan:

arsitektur;

atruktur;

utilitas;

lansiap;

tata Tuang dalam/interior; dan/atau

pekerjaan khusus lainnya.

(7} Pelaksanaan pemugaran bangunan gedung cagar
budaya yang dilestarikan dilakukan sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(8) Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan
dapat dimanfastkan oleh pemilik, pengguna
dan/atau pengelola setelah bangunan dinvatakan
laik fungsi dengan harus melakukan pemeliharaan,
perawatan dan pemeriksaan berkala berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(91 Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf e dapat
dilakukan apabila terdapat kerusakan satruktor
bangunan yang tidak depat diperbaiki lagi serta
membahayakan pengguna, masyaraket dan
linglkungan.

TR e

Pasal 137

Ketemtuan Ilcbih lanjut mengenai penyelengparaan
bangunan gedung cagar budaya diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Kelima
Fembongkaran

Paragraf 1

Umum

Pa=al 138

(1) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan
peretapan pembongkaran dan peleksanaan
pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan
dengan mengkuti kaidah-kaidah pembongkaran
secara umum serta memanfastkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

{2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} harus dilaksanakean secara
tertib dan mempertimbangkat keamanar,
keselamatan masyarakat dan lingkungannya,




3)

(1)

(2)

(3}

(4}

(5)

(6}

Pembonglkaran bangunan gedung sebagaimsna
dimaksud pada ayat (1) hams sesuai dengan
ketetapan perintah pembongkaran ateu persetujuan
pembongkaran oleh Pemerintah Dgaerah, kecuali
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran

Pasat 139

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
mengidentifikasi bangunan gedung vang akan
ditetapkan untuk dihongkar berdasarkasn Thasil
pemeriksaan danfatau laporan dari masyarakat,

Bangunan  gedung  yang dapat dibongkar

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak
dapat diperbaiki lagi;

b. bangunat gedung yang  pemanfaatannya
menimbulkan bahaya bag pengguna, masyarakat
dan lingkungannya;

¢. bangunan gedung vang tidak memiliki IMB;
dan /atau

d. bangunan gedung yang pemiliknya mengmnginkan
tampilan bara.

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pemilik fpenpgguma hangunan  gedung yang akan
ditetaplean untuk dibongkar,

Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {:?!}_, pemilik / pengguna,’pe:tlgelula bangunan
gedung wajib melakukan pengkajian teknis dan
menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.

Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah Daerash menetapkan bangunan gedung
tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan
pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran
dani Bupati yang memuat batas waktu dan prosedur
pembongkaran serta sanksi atas pclanggeran yang

Dalearr hal pemilik/pengguna fpengelola bangunan
gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {5), pembongkaran
akan dilskukaen oleh Pemerintah Daerah atas beban
biaya pemilik /pengguna/pengelola Bangunan
Gedung, kecuali bagi pemilik banpunan rumah
tinggal yang tidak mampu, biayva pembongkarannya
menjadi beban Pemerintah Daerah.




(1)

(2)

(3)

{4)

{1)

(2)

3}

Paragref 3
Rencana Teknis Pembongkaran

Pasal 140

Pembonglkaran bangunan gedung yang
pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak [uas
terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus
dilaksanakan berdasarican rencansa teknis
pembongkaran vyang disusun oleh penyedia jasa
perencanaan teknis yang memiliki sertifikat keahlian
yang sesuai.

Rencana teknis pembongkaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh
Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan
dari TABG.

Dalam hal pelaksanaan pembangkaran berdampak
luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan,
pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
gsogialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada
masyvarakat di sekitar bangunan gedung sebelum
pelaksanaan pembongkaran.

Pelaksanaan pembongkarsn mengkuti prinsip-
pringip Keselamatan dan Kesehatan Kerja {K3).

Paragref 4
Felaksanaan Pembongkaran

Pasal 141

Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan
oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran
bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian

YA SCSUAL.

Pembongkaran bangunen gedung yang menggunakan
peralatan berat dan/atau bahan peledak harus
dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran
bangunan gedung yang mempunyai sertifikst
keshlian yang sesuai.

Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang
tidak melaksanakan pembongkaran dalam hatas
waktu yang ditetapkan dalam surat perintah
pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran
dilakukuan wvleh Pemerintah Drerah atas beban biaya
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung,.




(1)

(2)

(3

(4)

(1)

(2)

(3

(4)

Paragraf &
Pengawasan Pembongkaran
Bangunan Gedung

Pasal 142

Pengawasan pembongkaran bangunan gedung tidak
sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan
yang memiliki sertifikat keghlian yang sesuai.

Pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana
schbagaimana dimaksud padas ayal {1) dilakukan
berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh
persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Hasil pengawasan pembongkaran bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 diaporkan
kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Deaerah melakukan pemantavan atas
pelaksanaan  kesesuaian laporan  pelaksanaan
pembongkaran dengan rencana teknis
pembongkaran,

Bagian Keenam
Pendataan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum
Faaal 143

Pendataan bangunan gedung wajib dilakukan
Pemerintah Daerah untuk keperluan tertib
administratif penyelengparaan bangunan gedung,
Saszaran pendataan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} adalah seluruh bangunan
gedung yang meliputi bangunan gedung baru dan
bangunan gedung yang telah ada.

Bupati wajib menyimpan secara tertib data bangunan
gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.

Pendataan bangunan gedung fungsi khusus

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
berkoordinasi dengan Pemerintah.

Fasgal 144

Pendataan dan/atau pendaftaran bangunan gedung
dilakukan pada saat:
a. permohonan izin mendirikan bangunan gedung;




2

{1)

(2)

{1

()

(1)

permohonan perubahan izin mendirikan bangunan
gedung yaitu pada wakiu penambahan, pengurangan
atau perubahan bangunan gedung yang telah
memenuhi  persyaratan IMB., perubahan fungsi
bangunan gedung dan pelestarian bangunan gedung;
penerbitan SLF pertama kali;

perpatjangan SLF; dan

pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 145

Pemuiakhirann data dilakukan oleh Pemerintah

Dacrah secara aktif dan berkala dengan melakukan

pendataan ulang hangunan gedung secara periodik

yait:

a. setiap 5 (lima} tahun untuk bangunan gedung
fungst non-hunian; dan

b. setiap 10 (sepuluh) tehun untuk bangunan
gedung fungsi hunian.

Selain dari ketentuan sebagaimana dinnaksud pada
ayat (1), permuatakhiran data juga oleh pemerintah
daerah pada masa peralihan yaitu selama 1 (satu)
tabun terhitung sejak peraturan daersh ini
ditetapkan.

Paragraf 2
Proses Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 146

Proses pendataan bangunan gedung merupakan
kReglatan memastikan dan mengolah data bangunan
gedung oleh Pemerintah Dacrah acbagai proses
lanjutan dari pemasukan dokumen/pendaftaran
bangunan gedung baik pada prozes IMB ataupun
pada proses SLF dengan prosedur yang sudah
ditetapkan.

Output/hasil pendataan bangunan gedung dapat
menjudi dasar pertimbangan diterbitkannya Surat
Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
sebagai bukti telah terpenuhinys semua perayaratan
kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasat 147

Pendataan bangunan gedung dibagi dalam tiga tahap
penyelenggaraanh bangunan gedung, yaitu:

a. lahap perencanaan;

b. tahap pelaksanaan; dan

¢. tahap pemanfaatan,




(2} Pendatean  bangunan gedung pada tahap
perncanaan wbugaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan pada saat permohonan IMB, hasil
akhir dari kegiatan pendataan bangunan gedung
pada pra-konstruksi ini bisa menjadi dasar
penerbitan IMBE.

(3) Pendataan  bangunan gedung pada tahap
pelaksanasn sebagamana dimeksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan pada akhir proses pelaksanaan
konstrukei yang menjadi dasar diterbitkannya SLF
sebelum bangunan dimanfaatkan.

(1) Pendatasn  bangunan gedung pada  tahap
pemanfaatan sebagaimane dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliput:

a. pendatasn bangunen gedung pada sasat proses
perpanjangan SLF, yaitu pada saat jatuh tempo
masa berlakunya SLF dan pemilik/pengelola
hangunan gedung mengajukan permohonan
perpanjengan SLF; dan

b. pendataan bangunan gedung pada saat
pembongkaran bangunan gedung, vaitu pada saat
bangunan gedung sakan dibongkar akibat sudah
tidak layalk fungsi, membahayakan lingkungan
dan/atau tidak memiliki IMB.

Paregraf 3
Sistemn Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 148

(1) Sistermn yang digunakan dalam pendatasn bangunan
gedung merupakan gistem komputerisasi.

(2] Sistem pendataan bangunan gedung merupakan
bagian yvang tidak terpisahkan dalam selurul ahapan

penyelenggaraan bangunan gedung.
(3} Aplikasi yatg digunakan dalam pendataan bangunan
gedung diarahkan uniuk dapat dimanfaatkan padae

seluruh tahap penyelenggaraan bangunan gedung
yang meliputi perencanaan, pelaksenaan,

pemanfaatan dan pembongkaran.
Pasal 149

(1} Data Bangunan Gedung terdiri atas:
a. data umum bangunan gedung;




data teknis bangunan gedung;

dara status bangunan gedung

dala lerkait proses IMB,

data terkait proses SLF; dan

dara terkait proses pembongkaran /pelestarian.

N

(2] Data umum bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hutaf a meliputi:

data perorangan;

data badan usaha;

data negara;

data tanah; dan

dala angunan gedung.

¢ RO g

(3] Data teknis bangunan gedung sebagaimana
dirnaksud pada ayat {1) huruf b melipuri:

data teknis strulknir;

data tcknis arsitektur;

data tekmis utilitas; dan

data penvedia jasa.

pp g e

{4) Data status bangunan gedung schagaimana
dimalsud pada ayat (1) humif ¢ melipnti:
a. data perorangan;
b. data badan usaha;
c. data negara; dan
d. data status administrasi bangurnan gedung,.

(%) Daa terkait proses IMB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputs:
a. dara kelengkapan administrasi pemohon IMB; dan
b. data terkait kemajuan permohonan IMB.

(6) Data terkait proses SLF sebagaimana dimaksud pada
avat (1} huruf f melipuri:
a. data kclenghkapan administasi pemohon SLF; dan
h. data kemajuan proses permohonan SLE.

(f) Data terkait proses pembongkaran/pelestanan
sebagaimana dimaksud pada ayat ()] huruf g
meliputi:

a. data  kelengkapan administrasi pemochon
pembongkaran / pelestarian; dan

b. data kemajuan proses permohonan
pembongkaran / pelestarian.

Pasal 150

Kelenivuan lebih lanjul snengenai pendataan Bangunan
Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.




(1)

(2)

(3)

(4]

()

(1)

(2)

Bagian Ketujuh
Penvelenggaraan Bangunan Gedung
Untuk Kebencanaan

Paragraf 1
Penanggulangan Darurat

Pasal 151

Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang
dilakukan untuk mengataszi sementara waktu akibat
yang ditimbulkan oleh bencana zlam vang
menyvebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang
menjadi hunian atau tempat beraktivitas.

Penanggulangan darurat =sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan/atau kelompok masyarakat.

Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud
pada. ayat (1) dilakukan setelah terjadinya bencana
alam sesuai dengan skalanya yang mengancam
keselamatan Bangunen Gedung dan penghuninva.

Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang boerwenang

dalam setiap tingkatan pemerintahan yaitu:

a. Presiden untuk bhencana alam dengan skala
nasional;

b. Gubernur untuk bencana alam dengan skala
provinsi; dan

. Bupat untuk bencana alam skala kahupaten.

i dalam meneitzpkan skala bencana alam
gebagaimana dimaksud pada avat (4) berpedoman
pada peraturan perundang-undangan terkait.

Paragraf 2
Bangunan Gedung Umum
Sebagai Tempal Penampungans

Fasal 152

Pemerintah danjatau Pemerintah Daerah wajib
melakukan upsya penanggulangan darurar herupa
penyelamatan jiwa dan penyvediaan Bangunan
Gedung umum sebagai tempat penampungarn.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung umum sebagai
tempat penampungan sebagairmmana dimaksud pada
aydal (1} dilskukan pada lokasi yvang aman dari
ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggal
sementara sclama korban bencana mengungsi berupa
tempat penampungan massal, penampungan
keluarga atau individual.




(3)

{4)

()

(1)

(2)

(3)

(4}

(3)

(6)

(7}

Bangunan Gedung umum vang digunalkan scbagai
tempat penampungan sementara harus memenuhi
persvaratan  administratif dan  tekmis Bangunan
Gedung.

Bangunan Gedung umum sebagai ternpat sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih,
fasilitas senitasi dan penerangan yang memadai.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung umum scbagai
rempat penampungan sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) ditetapkan dalam Peraturan Rupati
berdasarkan persyaratan tekmis sesuai dengan lokasi
bencananya.

Paragraf 3
Rehalbilitasi dan Rekoenstiuksi Bangunan Gedung
Pasrabhencana

Passal 153

Bangunan CGedung vang rusak akibat bencana dapat
diperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkat
kerusakannya.

Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan
masgih dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi
scsual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

Rehabilitasi DBanpunan Gedung vyang berfungst
zebagai hunian rumah tinggsl pascabencana dapat
berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah
masyarakat.

Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (J) dapat melipud dana,
peralatan, material, danfatau sumber daya manusia.

Persyaratan tekmis rehabilitazi Bangunan Gedung
vang rusak disesuaikan dengan karakteristik bencana
yvang munghkin terjadi di masa yang akan datang dan
dengan memperhatikan atandar konstruli=
bangunan, kondisi sosial, adat istiadat. budaya dan
ekonomi.

Pelaksanaan pemberian hantuan perbaikan rumah
masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (5]
dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan
teknis oleh inslansi/ lembaga terkail.

Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan
Gedung pascabencana diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupat.



(8) Dalam melaksanakan rchablilitasi Bangunan Gedung
hunian sebagaimana dimakeud pada ayat (3]
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada
Pemilik Bangunan Gedung yang aken direhabilitasi
berupa:

4. pengurangdan dlau pembebasan biaya IMB; atau

b. pemberian desain prototipe yang sesuai dengan
karakter bencana; atau

¢. pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan
rekonstruksi Bangunan Gedung; atau

d. pemberian kemudahan kepada permohonan SLF,

2. bantuan lainnya.

(99 Untuk  mempercepat  pelaksanaan  rehabilitasi
Bangunan Gedung hunian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], Bupad dapat menyerahkan
kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat
pemerintahan di tingkat paling bawah.

(10) Rehahilitasi rumah hunian sebagsimana dimaksud
pada ayat (2] diaksanakan melalui proses peran
masyarakat di lokasi bencana, dengan difasilitasi oleh
Pemerintah dan/atau Pemcrintall Dacrah.

{11) Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian
ruinah tinggal pada lahap rehabililasi pascabencana,
dilalulkan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109,
Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113.

(12} Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian
rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana,
dilakukan dengan mengkuti ketentuan sebagaimana
dimaksid dalam Pasal 125

Pasal 154

Eumah tinggal yang mengalami kerusakarl akibat
bencana dapat dilalrulkan rehabilitasi dengarn

menggunakan konstruksi Bangunan Gedung vang sesuai
dengan karakteristik bencana.

BAR V

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG {TABG)

Bagian Kesatu
Pambentukan TABRG

Pasal 155

(1) TABG dibentuk dan ditetaplkan oleh Bupad.




{2)

(1)

{2)

(3]

(4)
()

(6

(1)

TABCG sebageimana dimaksud pada ayat (1) herus
sudah ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 6
femam} bulan setelah Peraturan Daerah ini
dinyatakan berlaku.

lasal 156

Susunan keangpotaan TABG terdiri daxi:
pengarah;

. ketua;

wakil ketua,

. sekretaris; dan

anggota.

Keangegotaan TABG dapat terdini dan unsur-unsur:

a. asosiasi profesi;

b. masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan
Codung termasuk masyarskat adat;

c. perguruan tinggi; dan

d. instansi Pemerintah Daerah.

o

=)

Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan
tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat, minimum sama dengan keterwakilan wunsur-
unsur instansi Pemerintah Daerah.

Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.

Setiap unsur minimal diwakili oleh 1 (satu) orang
sebagai anggota atau  disesuaikan  dengan
kemampuan keuangan daeral.

Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi
profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli
termasuk masyarakat adat yvang disimpan dalam
basis data daftar anggota TABG.

Ragian Ketiua
Tugas dan Fungsi

Fasal 157

TABG mempunyai tugas:

a. memberikan  pertimbangan teknmis  berupa
nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional
pads pengesahan rencana teknmis Bangurnan
Gedung untuk kepentingan wmum;

b. memberikan masukan tentang program  dadam
pelaksanaan tugas pokek dan fungsi instansi
yang terkait;

c. tugas TABG sebagaimana dimaksud huwaf a dan
huritf b hanya untuk jenis bangunan distaz 3
(tiga) lantai atau jenis bangnnsn kompleks atau
jenis bangunan khusus; dan




(<}

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

d. TABG dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf ¢
setelah mendapatkan permintaan dari instansi
yvang memiliki kewenangan dibidang perizman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi:

a. penghkajian dokumen rencana tekmie yang telah
disetuju oleh instansi vang berwenang;

b. pengkajian dokumen rencana tekmis berdasarkan

ketentuan tentang persyaratan tata bangunan;
dan

c. Ppengkajian dokumen rencansa tekmis berdasarkan
ketentuan tentang  persyaratan  keandalan
Bangunan Gedung.

Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), TARG dapat memhantu:

a. pembuatan acuarn dan penilaizsn;

b. penvelesaian masalah; dan

¢, penyempurnaan  peraturan, pedoman dan
standar.

Fasal 158
Masa kcerja TABG ditctapkan 1 (satu) tehun anggaran.

Masa kerja TABG dapat diperpanjang ssbanyak-
banyvaknya 2 (dua) keli mesa kerja schagaimana
dimaksud pada ayat {1).

Bagpian Ketiga
Pembiayaan TABG

Pagzal 159

Biaya pengelolaan database dan operasional anggota
TABG dibebankan pada APBD Permmerinlah Daerah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. biaya pengelolaan basis data;
b. biaya operagional TABG yang terdiri dari:
1. hiaya sekretariat;
2. persidangan;
3. honorarium dan tunjangan;
4. biays perjalanan dinas.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada arvat (3] diatur dalam
Peraluran Bupati.




BAB V1
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG

Paragraf 1
Lingkup Peran Masyarakat

Pasal 160

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan

Gedung dapat terdiri atas:

4. pemantauan dan petijagaan ketertiban
penyelenggarasn Bangunan Gedung,

b. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan
peraturan, pedoman den Standar Teknis di bidang
Bangunan Gedung,

C. penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada
instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL,
rencana  teknigs bhangunan  tertentu dan  kegiatan
penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang
menimbulkan dampek penting terhadap Iingkungan;
dan

d. pengajuan Gugatan Perwalkilan terhadap Bangunan
Gedung yang menggangeu, merigikan dan/fatan
membahayakan kepentingan umurn.

Fasal 161

{l) Obyek pemantauanr dan penjagaan ketertiban
penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 160 hurof a meliputi kegiatan
pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan
pelestarian termasiik perawatan dan fatan

pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya
yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan

pembongkaran Bangunan Gedung.

(2} Pemantauan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:
a. dilakukan secara objektif;
b. dilakukan dengan penuh tanggung jawab;

¢. dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan
kepada pemilik/Pengpuna Bangunan Gedung,
masyarakat dan lingkungan; dan

d. dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian
kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung,
masyarakat dan lingkungan.




(3)

(4}

{5)

(L)

(2)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dapat dilakuksn oleh perorangan, kelompok, atau

organisasi  kemasyarakatan  melalui  kegiatan
pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan
pengaduan terhadap:

a. bangunan gedung yang ditengarai tidak laik
fungsi;

b. bangunan gedung vang pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian dan/atau
pembongkarannya  berpotensi  menimbulkan
tingkat ganggnan bagi pcngguna dan/atan
masyarakat dan lingkungannya;

c¢. bangunan gedung vang pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian dar/atau
pembongkaranmya  berpotensi  menimbulkan
tingkat bahaya tertentu bag pengguna dan/atau
mnasyarakat dan lingkungannya; dan

d. bangunan gedung vang ditengarai melanggar
ketentuan perizinan dan Ickasi bangunan gedung.

Hasil pantauan sebagaimana dimakesud pada ayat (3)
dilaporken secara tertulis kepada Pemerintah Daerah
gecars langsung atan melalui TABG,

Pemeritah daerah wajib menanggapi dan
menindaklanjutd laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan
evaluasi secara administratif dan secara teknis
melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan
tindakan yang diperlukan serta menyampaikan
hasilnya kepada pelapor.

Pasal 162

Penjagaan keteriiban penyelenggaraan Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui:

a. pencegaharn perbuatan perorangan atau kelompok
rasyarakat vang dapat mengurangl tnghkat
keandalan Bangunan Gedung; dan

b. pencegahan  perbuatan persegrangan  atau
kelompok masyarakat yang dapat menggangu
peryelenggaraan Bangunsan Gedung dan
Linglungannys.

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} masyarakat dapat melaporkan secara lisan

dan /atan tertulis kepada:

a. Pemerintah Daerah melalui mstansi yang
menyelenggarakan wrusan pemerntzhan di
bidang keamnanan dan ketertiban; dan



o~

)

(1)

(2)

{3)

(1)

(2)

b. pihak pemilik, pengguna atau pengelola
Bangunan Gedung,

Pamerintah Daerah wajib menanggapi  dan
menindakianjuti laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dengan melakukan penelitian dan
evaluasi secara adminisiratf dan secara teknis
melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan
tindakan vang diperlukan serta menyampaikan
hasilnya kepada pelapor.

Fasel 163

Obyek pemberian masukan atas penyelenggarsan
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 160 huruf b melputi masukan terhadap
penyusunan dan/fatau penyempurniaan peraturan,
pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan
Gedung yvang disusun oleh Pemerintah Dasrah.

Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikannya
secara tertulis oleh:

PETOTANEHAI;

kelompok masyaraksat;

organisasi kemasyarakatan;

masyarakat ahli; dan /atau

masyarakat hukum adar.

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dijadikann bahan pertimbangan hagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun dan/atau
menyempumakan peraturan, pedoman dan Standar
Teknis di bidang Bangunan Gedung,

P LD TR

Pagal 164

Penyvampaian pendapat dan pertimbangan kepada
instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL,
rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan
penyelenggaraan Bangunan Gedung Vang
menimtilkan dampak penting terhadap lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c
bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa
berkepentingan dan  bertanggungjawab  dalam
penataan Bangunan Gedung dan hingkungannya.

Penyampaian pendapat dan perimbangan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh:

&. perorangan;

b. kelompok masyarakat,

. orgatisasi kemasyaraleatan,

d. masyarakat ahli; dan/atan

e. masyarakat hukum adat.



o

(3}

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL
yarg lingkungannya berdiri Bangunan Gedung
Tertentu dan/atau terdapat kegiatan Bangunan
Gedung yvang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau
dibahas dalam forum dengar pendapat masyarakat
vang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuah
untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi
glch Pemcrntah meclalui koordinasi dengan
Pemerintah Daerah.

Hasil denger pendapat dengan masyoxakat dapat
dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan
rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Paragraf 2
Forum Dengar Pendapat

Fasal 165

Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk
memperoleh pendapat dan pertimbangan mesyarakat
atas penyusunan RTBL, rencana telnis Bangunan
Gedung Tertentu atan kepiatan penyelenggaraan vang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Tata cara penyelengparaan forum dengar pendapat
masysrakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
tahapan kKeglatan yadtu:

a. penyusunan konsep RTBL alau rencana kegiatan
penyelenggaraan  Bangunan  Gedung  yang
menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;

b. penyebarluasan konsep atau rencana

sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada
masyarakat khususnya — masydrakal — yang

berkepentingan dengan RTBL dan Bangunan
Gedung yang akan menimbulkan dampak penting
bagi lingkungan;

c. mengundang masyarakatr sebagaimana dimaksud
pada huruf b untuk menghadiri forum dengar
pendapat.

Masvarakar vang diundang sehagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf ¢ adalah masyarakat yang
berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis
Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan
Bangunan Gedung vang aken menimbulkan dampak
penting bagl lingllungan.

Hagil dengar pendapat sebagaimana dirnaksud pada
ayat (3) dituangkan dalam dokumen rnsalah rapat
vang ditandatangani oleh penyelenggera dan wakil
dari peserta yang diundang.



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

{5)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4} berisi
simpulan dan keputusan yang mengikat den harus
dileksanakan oleh Penyvelenggara Bangunan Geduneg.

Tata cara penyvelenggaraan forum dengar pendapat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur lebih
lanjut dengan Fersturan Bupati.

Paragral 3
Gugatan Perwaldlan

Pasal 166

Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 160 huruf d dapat diajuken ke pengadilan
apsebila hasil penyclenggataan Dangunan Gedung
telah menimbulkan dampak yang mengganggu atau
merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak
diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan
dan/atau pemantauan.

Gugatan Perwakilan sebagaimana dimeksud pada
ayal {1} dapal dilakuken oleh persecrangan atau
kelompolk magyarakat atatl organisasi
kemasyarakatan vang bertindak sebagai wakil para
pihak yang dirugikan akibat dan penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang mengganggu, mnerugikan
atau membshayalkan kepentingan umum.

Chugatan Perwakilan ssbhagaimana dimaksud pada
ayat (2} disampaikan %kepada pengadilan yang
berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan
Perwakilan.

Biava vang timbul akibat dilakukan Gugatan

Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.

Dalam hal tertentu FPemerintah Daerah dapat
membantu pembiayaan schagaimana dimaksud pada
ayat (4) dengan menvediakan anggarannya di dalam
APBD,

Paragraf 4
Bentuk Peran Masyarukat Dalam Tahap

Rencana Pembangunan
Pasal 167

Peran masyarakat dalam tahap rencana pembangunan
Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

.

perlyampaian Keberatan terhadap TErcana
pembangunan Bangunan Gedung yang tidak sesuai
dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/fatau
RTBL;




b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah

c.

dalam rencana pembangunan Bangunan Gedung; dan
pemberian masukan kepade Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan pertemuan Konsultasi dengan

masyarakat tentang rencana pembangunan Bangunan
Gedung.

Paragraf 5
Bentuk Peran Masyarakat Dalam Proses
Pelaksanaan Konatruksi

Pasal 168

Peran masyarakat dalam pelalksanaan Lkonstruksi
Bangunan Gedung dapat dilakulkan dalam hentuk:

a.
h.

menjaga ketertihan dalam kegiatan pemhangunan;

mencegah perbuatan perseorangan atan kelompok
yang dapat mengurangi tingkat keandzalan Bangunan
Gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan lingkungan;

melaporkan kepada instansi yang berwenang atau
kepada pihalkt yang berkepentingan atas perbuatan
sebagaimang dimaksud pada huruf b;

melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang
aspek teknis pembangunan Bangunan Gedung yang
membahayakan kepentingan umum; dan

melakukan gugatan gani rugi kepada Penyelenggara
Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita
masvarakat akibat dari penvelenggaraan Bangunan
Gedung.

Paragraf 6
Benluk Peran Masyarakai Dalam
Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 169

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung
dapat dilakukan dalam bentuk:

ai‘

b.

menjaga ketertiban dalam kegiatan pemanfaatan
Bangunan Gedung,

mencegah perbuatan perorangan atau kelompuk yany
dapat mengganggu pemnanfastan Bangunan Gedung;
melaporkan kepada instanst yang berwenang afau
kepada pihak yang berkepentingan atas
penyvimpangan pemanfaatan Bangunan Gedung;




d.

melapeorksn kepada instansi yang berwenang tentang
aspek teknis pemanfaatan Bangunan Gedung yang
membahayakan kepentingan umurm; dan

melakukan gugatan ganti Tug kepada Penyelenggara
Bangunan Gedung atas Kkeruglan yang diderita
masyatakat akibat dari penyimpangan pemanfaatan
Bangunan Gedung.

Paragraf 7
Bentuk Peran Masyarakat Dalam
Pelestarian Bangunan Gedung

Pasal 170

Peran masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung
dapat dilakukan dalam bentuk:

a.

memberikan informasi kepada instansi yang
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang
kondisi Bangunan Cedung yang tdak terpelihara,
vang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan
yang memerhikan pemeliharaan;

memberikan  informasi kepada instansi yang
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang
kondisl Bangunan Gedung bersejarah yang kurang
terpelihara dan terancam kelestariannya;

memberikan  informasi Lkepada instansi yang
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang
kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpelihara
dan mengancam keselamatan masyarakat dan
lingkungennya; dan

. melnkukan gugatan ganti rTugi kepada Pemilik

Bangunan Gedung atas Kerupian vang diderita
masyarakat alibat dari kelalaian pemilik di dalam
melestarikan Bangunan Gedung.

Paragraf 8
Bentuk Peran Masyaralkat Dalam
Fembonglkaran Bangunan Gedung

Fa=al 171

Peran masyarakat dalam pembongkaran Bangunan
Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

a.

mengajukan keberatan kKepada instansi yang
berwenang ates rencana pembonglkaran Bangunan
Gedung yang masuk dalam kategori Cagar Budaya;
mengajulan keberatan Lkepada instansi vyang
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas
metode pembongkaran yang mengancam keselamatan
atau kesehatan masyarakat den lingkungannya;




c. melakukan gugatan ganH rugi kepeda instansi veng
berwenang atan Pemillkk Bangunan Gedung atas
kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungannya
akibat yang limbul dard pelaksanaan pembengkaran
Bangunan Gedung; dan

d. melakukan pemantauan atas pelsksanzan
pembangunan Bangunan Gedung.

Paragraf 9
Tindak Lanjut

Pasal 172

Ingtansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan
masyvaralat schagaimana dimgksud dalom Pasal 168,
Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 dengan melakukan
kegiatan tindak lanjut baik secara telkmis maupun secara
administratif untuk dilakukan tindakan yang diperfukan
sesuad dengan ketentuan peratuwran perundang-undangan
terloait.

BAB VI
PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 173

{1} Pemerintah Daerah melakukan pembinaan
Penyelenggarasn Bangunan Gedung melahi kegiatan
pengaturan, pemberdayaar, dan pengawasarn.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung
dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan
Bangunen Gedung yang sesuai dengan fungsinya,
serta terwyjudnya kepastian hukum.

(3} Pembinaan scebagaimana dimsaksod pada ayal (1)
ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Pengaturan

Pasal 174

{l) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173
ayat (1) ditvangkan ke dalam Peraturan Daerah atau
Peraturan BupaH asebagai kebijakan Pemerintah
Daerah dalam penvelenggaraan Bangunan Gedung,




{4

{3)

(4}

(1)

(2)

(3}

Kebijakan sebagaimana dimaksud pads ayat (1] dapat
dituangkan ke dalam Psdomean Tcknis, Standar
Teknis Bangunsn Gedung dan Tata Cara
Operasionalisasinya.

Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1] harus mempertimbangkan RTEW,
RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta dengan
mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang
penyelenggaraan Bangunan Gedung,.

Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan

scbagaimana dimaksud pada ayat ([(2) kepada
Penvelenggara Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 175

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
173 ayat {1) dilakuksn oleh Pemerintahh Daerah

kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan melalui peningkatan  prefesionalitas
Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran
akan hak dan kewajiban dan peran dalam

penyelenggaraan Bangunan Gedung terutama di
dacrah rawan bencana.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui pendatasn, sosialisasi,
penyebarluasan dan pelatihan di bidang
penyelenggaraan Bangunan Gedung,

Pasal 176

Femberdayaan terhadap masyarakat yang belurm mampu
memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung
dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait
dengan Bangunan Gedung melalui:

a.
b.

forum dengar pendapat dengan masyarakat;
pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan
Gedung dalam bentuk kegiatan  penyuluhan,
bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga
teknis pendamping;

pemberian bantuan percontohan rumsh onggal yang
mcmenuhi  persyaratan tcknis dalam  bentuk
pemmberian stimulan bahan bangunan yvang dikelola
masyarakat secara bergulir; dan/atan




d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang

scresi  delam  bentuk penyviapan RTBL  serta
penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Fasal 177

Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar
pendapat dengan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 176 hurul a diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

{1

(2}

(1)

Bagian Keempat
Pengawasan

Fasal 178

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173
ayet (1) didakukan cleh Pemerintah Daerah terhadap
pelaksanaan Pecraturan Dacrah int melalui
mekanisme penerbitan IMB, SLF., dan surat
persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan
Gedung.

Dalam pengawasan  pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang penyelenggaraan

Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat

melibatlcan peran masyarakat:

a. dengen mengkuti mekanisme yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah;

b. pada setiap tzhapan penvelenggaraan Bangunan
Gedung; dan

¢. dengan mengembangkan  sistem pemberian
penghargaan berupa tanda jasa dan/atan insentif
untuk meningkatkan peran masyarakat.

BARB VII1
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

IJmum
Hasal 179

Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang

melanggar ketentuan Peraturan Dacrah ini dikenakan

sanksi administratif, berupa:

a. peringatan tertulis;

h. pemhbatasan kegiatan pembangunan;

¢. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atsu tetap pada
Pemanfaatan Bangunan Gedung,




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

3)

pembekuan IMB gedung,
pencabutan IMB gedung;
pembekuan SLF Bangunan Gedung;
. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau

perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Sclain pengenaan senksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda
paling banyak 10% (sepuluh persen] dari nilai
bangunan yang sedang atau {elah dibangun.

=g B

Penvedia Jasa Konstruksi vang melangear ketentuan
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang jasa konstruksi.

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.

Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2} didasarkan pada berat atau
ringannya pelanggaran vyang diakukan setelah
mendapatian pertimbangan TADG.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif pada Tahap Pembangunan

Fasal 1580

Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan
Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4|, FPasal
19 ayat (1), Pasal 115 ayat (2], Pasal 129 ayat (3) dan
Pazal 136 ayat (7) dikenakan sanksi peringatan
tertulis.

Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi
peringatan tertilis sebanyak 3 {tiga] kali berturut-
turut dalam tenggang wakiu masing-masing 7 (tujuh)
hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenskan =sanksi berupa pembatasan
kegiatan pembangunan.

Pemilik Bangunan Gedung wyang telah dikenakan
sanka sebagaimana dimaksud pada ayat (2} selams
14 {empat belas] hari kalender dan tetap tidak
melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupsa
penghentian sementara pembangunan dan
pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung.




{4)

(5)

(6)

(7)

{0

(2}

(1)

Pemilik Bangunan Gedung vang telah dikenakan
sanks] sebagaimana dimaksud pada avat {3) selama
14 (empat beias) bari kelender dan tetap tidak
melalukan perbailtan atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenaken sanksi berupa
penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin
mendirikan  Bangunan Gedung, dan perintah
pembongkaran Bangunan Gedung.

Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tdak
melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) dalam jongka waktu 30 (tga puluh)
hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah atas biaya Pemilik Bangunan
Gedung.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, Pemilik Bangunan Gedung juge dikenakan
denda administratif yang besarnya paling banvak
10 % (sepuluh persen) dari nilai total Bangunan
Gedung yang bersangkutan.

Besarnya denda administratf ditentukan
berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang
dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan
TABG.

Pasal 181

Pemilik Bangunan QGedung vang melaksanakan
pembangunan Bangunan Gedungnya melanggar
ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakam sanksi
pcaghentan sementara sampai dengan diperolehnya
izin mendirikan Bangunan Gedung.

Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin
mendirikan Bangunan Gedung dikenakan sanksi
perintah pembongkarar.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 182

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang
mdclanggar ketentuan Passl 9 ayat {3), Pasal 1B ayat
{1), Pasal 127 avat (1} dengan sampai ayat (3}, Pazal
128 avat {2), Pasal 131 ayat (3}, dan Pasal 136
ayat (8] dikenakan sanksi peringatan tertulis,



{2} Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak
mematuhi peringatan tertulie sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dalam tenggang wakiu masing-masng
7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran scbagaimana dimaksud
pada ayat {1}, dikenekan sanksi berupa penghentian
sementara kegiatan Pemanfastan Bangunan Gedung
dan pembekuan Sertifikat Laik Fungsi.

(3) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah
dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayet (2) selama 30 {tiga puluh} hari kalender dan
tetap tidak melalukan perbaikan ates pelanggaran

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dikcnakan
gsanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan
pencabutan Sertifikat Laik Fungsi.

(4) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang
terlambat melakukan perpanjangan Sertifikat Laik
Fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya
Sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda
administratif yang besarmmya 1 % [satu peracn) dari
nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Faktor Kesengajaan yang Tidak Mengakibatkan

Kerugian Orang Lain
Pasal 183

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung
yang tidak memenuhi ketentuan dalarn Peraturan Daerah
ini diancam dengan pidana kurungan palng Ilama
6 (enaug) bulan atauw  denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Faktor Kesengajaan yang Mengalabatkan
Kerugian Orang Lain

Pasal 184

(1) Sedap pemilik dan/atau Pengeuna Bangunan Qedung
yvang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian harta
benda orang lain diancam dengan pidana penjara
paling iama 3 (tiga) tabun, dan denda paling banyak
10% ({sepuluh persen] dari nilai bangunan dan
penggantan kerugian yang diderita.



(<)

(3)

(4)

(1)

(2}

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung
yang tidak memenuhi ketentusn dalam Peraturan
Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakean bagi
crang lain ztau mengakibatkan cacat seumur hidup
diancem dengan pidana penjara paling lama
4 {empat] tahun den denda paling banyak 15% (lima
belas persen) dari nilai bangunan dan penggantian
kerugian yvang diderita.

Sectiap pewilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung
vang tidak memenuhi ketentusn dalam Peraturan
Daerah i, yang mengakibatken hilangnya nyawa
orang lain, diancam dengan pidana penjama paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20%
(dua puluh persen) dari nilai bangunan dan
penggantian kerugian yang diderita.

Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1}, ayat (2} dan ayat (3] halam
memperhatikan pertimbangan TABG.

Bagian Ketiga
Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan
Kerugtan Orang Léin

Pasal 185

Setiap orang atan badan hukum yang karena
kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah
ditetapken dalam peraniran i sehingga
mengakibatkan bangunan tidak Laik Fungsi dapat
dipidana kurungan, pidana denda dsn penggantian
kerugian,

Pidana kurungan, pidane denda dan penggantinn
kerugian sebegaimena dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pidana kurungan paling lama 1 {gatu} tahun atau
pidana denda paling banyak 1% (satu persen) dari
nilai bangunan dan ganti kerugian jika
mengakihatkan kerugian harta benda orang lain;

b. pidana karungan peling lama 2 (dua) tahun atan
pidana denda paling banyak 2% {dua persen) dan
nilai bangunan dan gant kemgian jika
mengakibatkan kecclakaan bagi orang lain
sehingga menimbulkan cacat; dan

¢. pidana karungan paling lama 3 (tiza] tahun atau
pidana denda paling banyak 3% (tiga persen) dart
nilai bangunan dan ganti kerugian Jika
mengalkibatkan hilangnya nyawa orang lain,

T oa
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(3)
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BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Paszi 186

Penyvidiken terhadap suaba kasus dilaksanakan
selelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga
merupakan tindak pidana hidang penyelenggarsan
Bangunan Gedung berdasarkan laporan kejadian.
Penyidikan duganan tindak  pidana  bidang
perivelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik
umuinn  sesuai  ketentnan peraturan perundang-
undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 187

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan
[MB sebelurn Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB
vang dimilild sudah sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Dacrah ini, maka TMB yang dimilikinya
dinyatakan tetap berlalu.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkap IMB
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB
yvang dimnilili tidak sesuai dengan Lketentuan dalam
Peraturan Daerah 1ini, maka Pemalk Bangunan
Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru,
dan melakukan perbaikan [(rebofitting) secara
bertahap.

Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelurn
Peraluran Daerah ini berlaku, namun dalam proses
pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan dalam [MB, maka Pemilik Bangunan
Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru
atau melakukan perbaikan (retroflitting) secara
bertabhap.

Petmchonan 1TMB yang telah masuk/terdaftar
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap
diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam
Peragturan Daerah ini

Bangunan Gedung yang pade saat berlalounya
Peraturan Daerah ini belumn dilengkapi IMB, maka
Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan IMEB.




(6) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, dan
bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Baerah ini, maka Pernilik
Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB baru
dan melakukan perbaikan (retrofitting] secara
bertahap.

(7} Bangunan Gedung pada saat berlekunya Peraturan
Daerah ini belum cdilengkapt SLF, maka pemilik/
Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan
npermohonan SLF.

(8] Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar
schelum berlakunya Peraturan Daerah imi, tetap
diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

(9) Bangunan GGedung yang sudah dilengkapi SLF
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku. namun SLF
vang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuen dalam
Peraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna
Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan
SLF baru.

(10)Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi BSLF
ascbelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun
kondizi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, maka
pemilik/Pengguna  Bangunan Gedung  wajib
melakukan perbaikan (retrofitting) sccara bertahap.

(il)Bangunan Cedung yang sudah dilengkapi SLF
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang
dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam
Pemluran Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya
dinyatakar betap berlako.

(12) Pemerintalh Daerah melaksanakan  penertiban
kepemilikan IMB dan SLF dengan  ketentuan
pentahapan sehapgai herkut:

a. untuk Bangunan Gedung selain dan fungsi
hunian, penertiban kepernilikan IMB dan SLE
harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 1
(satu; tahun sejak diberlakukannya Peraturan

Daerah ini;
b. untuk Bangunan Gedung fungsi humian dengan
spesifikasi non-sederhana, penertiban

kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak
diberiakukannya Peraturan Daerah ini;




. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan
gpesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan
IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun s&jak diberlakukannya
Peraturan Dacrah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 188

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maika
ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai
harus disesuaikat dengen Peraturan Deerah ini.

Pasal 189

Peraturan daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak
tanggal diundangican.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Permturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pringsewu.
DCitetapkan di Pringsesa
pada tanggal 28 wwamber 2017
BUPAT! PRINGSEWU,
dto
BUJAD]
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal 2 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAII KABDUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 2

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




PENJELASAN ATAS

FERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

UMUM

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatanrya,
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,
perwujudan produktivitas, dan jati dirl manusla. Penyelenggaraan
Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi Lkelangsungan dan
peningkatan kehidupan serta penghidupan mesvarakat, serta untuk
mewyjidkan Bangunan Gedung yvang andal, berjati diri, serta seimbang,
serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan
ruang yang kerenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
berlandaskan pada pengaturan penataan riang.

Untuk menjamin kepastian hukum dan keterbiban penyelenggaraan
Bangunan Gedung, sefiap Bangunan Gedung harus memenuhi
persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung.

Peraturan daermah imi bensi ketentusn yang mengatur berbagai aspek
penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungs: Bangunan
Gedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban
pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan
Bangunan Gedung, aspek Meran Masyarakat, aspek pembinaan «<leh
pemerintah, aapek ranksi, aspek ketemtuan peralihan, dan ketentuan
penutup.

Peraturan daeerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
Banpunan Gedung vang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan
ruang, terbb secara administratif dan tekmis, terwujudnya Bangunan
Ctedung vang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras
dengan lingkungannya.

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturen Daerah im
dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah
ditetapkan fungsinya schingga masyarakat yang akan mendirikan
RBangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan  batk administratif
maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga
apabila bermaksud mengubah fungs yang ditetapkan harus diikuti dengan
perubahan persyaratan adminisiratif dan persyaratan tekmisnya.
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Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan tekmis setiap fungsi
Bangunan Gedung lebif efektf dan efisien, fungsi Bangunan Gedung
lersebut  diklasifikasikan berdasarkan  tingkat kompleksitas, tingkat
permanensi, tinglat risiko kehakaran, zonssi gempa, lokasi, kehinggian,
dan fatau kepemilikan.

Pengaturan persyaratan adminismatif Bangunan Gedung dalam Peraturan
Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci
peravaratan administratif vang diperlukan untuk mendirikan Bangunan
Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status
kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa
Bangunan Gedung yang didirikan tclah memperoleh persetujuan dari
Pemerintah Daerah dalam hentuk izin mendirikan Bangnnan Gedung.

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan
Bangunan Gedung, meskipur dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan
adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik crang/pihak
lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung
dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, schingga perlu adanya
pengaturan yang jelas dengan tetap mengacil pada peraturan perundang-
undangan tentang kepemilikan tanah.

Dengsn diketashuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh
masyarakat luas, khususnya vang akan mendirikan atau memanfaatkat
Bangunan Gedung, akan memberikan kemudehan dan sckaligus
tantahgan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang haik.

Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transpatan,
adil, terdb hukum, partsipatf, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektf,
serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan
oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata
bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam
mendirikan Bangunan Gedung mengetahni secara jelas persyaratan-
persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya
dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat
ditempati sccara wman, schal, nyaman, dan aksesibel, sehingges secars
keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Cedung
vang fungsional, layak buni, berjati diri, dan produlktif, serta serasi dan
selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya perayaratan teknis Bangunan Gedung scsuai fungsi
dan klasifikasinya, maks diharapkan kegagalan konstruksi maupun
kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindan, sehingga pengguna
bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di
dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.

Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan
lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu,
maayvarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konsiruktif dan
bersinergi bukan hanyva dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan




1I.

Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam
meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib
penyclenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.

Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya
tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal,
dapat menjarmin kegselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bag:
pengguna dan mesyarakat di ackitarnya, serta serasi dan selaras dengan
lingkungannya. Peran Masyarakat vang distur dalam Peraturan Daerah ini
dapat dilakukan oleh perseorangan ataw kelompok masyarzkat melalui
sarana yang disediakan atau melalui Gugatan Perwakilan,

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudlkan sebagai arah
pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan
Penyelenggarasn Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan unmk Pemilik
Bangunan Gedung, Pcngguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa
Konstruksi, maupun masyarakat vang berkepentingan dengan tujuan
untuk mewwjudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan
Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan
penguaian hapasilas Penyelengpara Bangunan Gedung.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung cleh Penyedia Jasa Konstruksi baik
scbagal perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun
Jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa FengKaji Teknis Bangunan
Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan Lketentuan
peraturan perundang-undengan di bidang jasa konstrulksi.

Penegakan hukumn menjadi bagian yang penting dalam upaya melindung
kepentingan acmua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan
kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penepakan dan
penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan
secars bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap
mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-uidangan lain
Pengenaan sanksi pidana dan tata cam pengenasn sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3]
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
dilaksanakan sesual dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hsl yang bersifat pokok dan normatif
mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan
ketenituan pelaksanaannya ekan diatur lebih lanjut dengan peralucan
bupati dengan tetap mempertimbangkan ketentiian persturan perundang-
undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup Jelaz.
Angka 2
Cukup Jelas.




Angka 3

Cukup Jelas.
Angka 4

Culup Jelas,
Angka 5

Cukup Jelas.
Angka 6

Cukup Jelas.
Angka 7

Cukup Jelas.
Angka 8

Culcup Jelas.
Angka 9

Clukup Jelas.

Angks 10

Cukup Jelas.
Angka 11

Cukup Jelas.
Angka 12

Cukup Jelas.
Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14
Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.
Angka 16

Cukup Jelas.
Angka 17

Cukup Jelas.
Angka 18

Cukup Jelas.
Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Merupakan perbandingan antara luas lantai daser bangunan
dengan luas kaveling. KDB tidek mencakup lantai bangunan
yang berada di bawah tanah (basement]. Contoh Perhitungan:
Luas lantal dasar bangunan veng dapat dibangun maksimal
adalah

=0,b x 1000 m=

=600 m?

Anglka 2]

Merupakan koefisien/angka kelipatan maksimal vyang
ditentukan untuk membuat luas lantai bangunan pada suatu
tapak. Bangunan khusus parkir diperkenankan sampai
dengan 1502 dari KLB yang ditetapkan. Contoh Perhitungan:
Luas tanah = 1000 m=2

KLB maksimum = 4




Lentai bangunan seluas = 4 x 1000 m2 pada bangunan
tersebut dapat ditambahkan lantai parkir maksimum seluas:
= 50% x 4000 m=

= 2000 w2, lanpe Jdiperhitungkan dalam KLB

Anghka 22

Merupakan sangka perbandingan minirnel yang dhijinkan
antara luas dasar penghijauan yang ada di tapak dengan luas
tapak. Contoh Penghitungan: Luas tapak = 1000 m?

KDH = 0,25

Dasar penghijauan minimum adalah

= 0,25 x 1000 m=

= 250 m?

Angka 23

Merupakan angka perbandingan maksimun yang diijinkan
antata luas lantai basement dengan luas tapak yang ada.
Contoh Penghitungan:

Luas tapak = 1000 m?=

KTB = 0,75

Luas maksimum lantai basement

= (1,75 x 1000 m=

= 750 m=
Pasal 2
Culaup Jelas.
Pasal 3
Cukun Jalas.
Pasal 4
Cukup Jelas,
Pasal 5
Avat (1}
Cukup Jelas,
Ayat (2}
Huruf a
Culup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf ¢
Cukup Jelas.
Huruf d
Culup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah
apabila satu Bangunan Cedung mempunyai fungsi
utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian,
keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau
fungsi khusus.
Pasal 6

Ayat (1)




Huruf a
Yang dimaksud derngan “bangunan rumah tinggal
tunggal” adalah bangunan rumah dnggal yang
mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding
bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘bangunan rumah tinggal
deret” adalah beberapa bangunan rumah tinggal yang
satu atau lchih dari sisi bangunan menyatu dengan
sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumab tinggal
lain, tetapi masing-masing mempunyal kaveling
sendiri.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan ‘bangunan rumah tinggal
susun” adalah Bangunan Gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lIingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,
balk dalam arah horizontal maupun vertikal, dan
merupaksn satuan-sstuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersamsa, dan tanah bersama.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ‘bangunan rumah tinggal
sementara® adalah bangunan rumak tinggal yang
dibangun untuk hunian sementara waktu dalam
menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat
permanen, misalnya bangunan untuk pcnampungan
pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau
bencana sosial.
Ayat (2]
Cukup .Jelas.
Ayal (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4]
Cukup Jelas.
Ayat (D)
Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat
kerahasiaan tinggl” antara lain bangunan militer dan ietana
kepresidenan, wisma negara. Bangunan Gedung fungsi
pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya.
Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko
bahaya tinggi” antara lain bangunan reaktor nuklir dan
sejenisnya, pudang penyimpanan hahan herbahaya.
Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus
dilakukan cleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan
dari instansi berwenang terkail,
Ayat (6)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.



Huruf ¢
Cukup Jelaa.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung mal-
apartemen-perkantoran® adalah Bangunan Gedung
vang di dalammya terdapat fungsi sebagai tempat
perbelanjean, tempat hunian tetap/ apartemen, dan
tempat perkantorarn.

Huruf e
Yang dimaksud dJdengan “Bangunan Gedung mal-
apartemen-perkantoran-perhotelan® adalah Bangunan
Gedung vang di dalamnya terdapat fungsi sebagai
tempat perbelarjaan, tempat hunian tetap/apartemen,
tempat perkantoran dan hotel.

Pasal 7

Ayat (1)
Klasifikasi Rangunan Gedung merupakan penglklasifikasian
lebih lanjut dan fumgsi Bangunan Gedung, agar dalam
pembangunan dan pemanfataan Bangunan Gedung dapat
lebih tgjam dalarn penetapan persyaratan administratif dan
telmisnya vang harus diterapkan.
Dengan ditetapkannya fungsi dan Klasifikasi Bangunan
Gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan
administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.

Ayat (2)
Cukup Jelas,

Avat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4]
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (b}
Cukup Jelas,

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain
dengan IMB atau surat kKeterangan kepemilikan bangunan
pada bangunan rumah susun.

Pagal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat [2)

Culup Jelas.




Ayat (3)
Pengusulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
dicantumkan dalam permohonan izn mendirikan Bangunan
Gedung Dalam hal Pemilik Dangunan Gedung berbede
dengan pemilik tanah, maka dalam Permchonan Izin
Mendirikan Bangunan Gedung harus ada persetujuan pemilik
tanah.
Usulan fungsi dun Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan
oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung,

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Peruhahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi
hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha.
Perubahan klasifikasi misalnya, dari Bangunan Gedung milik
negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau
Bangunen Gedung semi permanen menjadi Dangunan
Gedung perinanen.
Perubahan fungsi dan kiasifikasi misalnya Bangunan Gedung
hunian semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha
PeTIOALICH,

Ayat (2)
Perubahan dari satu fangsi dan/atau klasifikasi ke fungsi
dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan
persyaratan vang harus dipenuhi, karena sebagai contoh
persyaratan administratif dan teknis Dangunan Gedung
fungsi humian klasifikaai permanen jelas herbeda dengan
persyaratan administratif dan telknis untuk Banpgunan
Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau
persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung
fumgsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan
persyaratan administratif dan telmis uniuk Bangunan
Gedung fungsi usaha (misalnya toko) kiasifikasi permanen.
Perubahan fungsi (misaliya dar fungsi hunian wmenjadi
fungsi usaha) harus dilakuken melalui proses izin mendirikan
Bangunan Gedung baru.
Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang
sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi
hunian permanen) dapat dilekukan dengan revisif perubahan
pada izin mendirikan Bangunan Gedung yvang telah aca.

Avat {3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat {5)
Cukup Jelas.

Pagal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.




Avat (2}
Dokumnen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat
Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB),
aertifikat Hak Guna Usaha ([ICU), sertifikat Iak Pengelolaan
(HPL), sertiikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan
tanah lainnya seperti akta jua! beli, kuitansi jual beli
dan/atau bukiti penguasaan tanah lainnya seperti izin
prmanfaatan dard pemegang hak atas  tanah, surat
keterangan tanah dari lurah flrepala degsa yvang disahkan cleh
camat.
Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.
Balam mengajukan permohonsan izin mendirikan Bangunan
Gedung, status hak atas tanabnya harus dilengkapi dengan
gambar yang jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang
memugl ukuran dan batas-batas persil.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4}
Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati
oleh keduz belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Avat (6}
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Fasal 12
Avat (1}
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas,
Ayat (3)
Cukup Jeclas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5}
Cukup Jelas.

Ayat (5}
Yang dimaksud dengan “psrsetujusn pemegang hak stas
tanah” adsalah persetujuan tertulis vang dapat dijadikan alat
bukti telah terjadi kesepekatan pengalihan Lkepemilikan
Bangunan Gedung.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8}
Cukup Jelas.




Pasal 13
Ayat (1)
Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya
perizinan yang diperbolehksn  dalam  penyelenggaraan
Bangunan Gedung, vang menjadi alat pengendali
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Avat (2)

Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus

mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan

mureh /terjangkau.

Permohonen lzin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan

proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan

Gedung.

Pernerintah daerah menyedilakan formulir Permohonan Izin

Mendirikan Bangunan Gedung yang informatf vang benaikan

antara lain:

* siatus tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain);

» data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung [nama, alamat,
tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTFP, dll.)., data
lokasi {letak/alamat, batas-batas, luas, statue
kepemilikan, dil.];

¢+ data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klagifikasi, luas
Bangunan Gedung, jumlah lantaifketinggian, KDB, KLB,
KDH, ll.); dan

¢ data Penyedia Jara Kemstruksi (nama, alamat, penangsung
jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu
pelaksanaan mendinkan Bangunan Gedung, dan perkiraan
biaya pembangunannya.

Pergyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan

Rencana Kabupaten, seclanjutnya dipunakan sebagai

ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana teknis

Bangunan Gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan

teknis lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.

Ayat (3]

Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan

Gedung, setiap orang harus sudah memilild surat Keterangan

Rencana Kabupaten yang diperoleh secara cepat dan tanpa

biaya.

Surat Keterangan Rencana Kabupaten diberikan oleh

pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat

Bangunan Gedung yang akan didirikan oleh pernilik.

Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5}

Ketentuan-ketentuan khusus wang berlaku pada suatu

lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang

¢ daerah rawan gempa/tsunami;

daerah rawan longsor;

dacrah rawan banjir;

tanah pada lokagi yang tercemar (hroun field areq);
kawasan pelestarian; dan/atau

kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.




Paszal 14

Ayat [1)
Yang dimaksud dengan “persetujuan dari instansi terkait”
adalah rekomendasi teknis yang diberikan oleh intans
terkait yang berwenang, balk dari Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat [3)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi teknis pembma yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Bangunan Gedung” di daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum
atau Dinas Tata Ruang atau Dinas Permukiman dan
Pragarana Wilayah atau Dinas Tata Ruatig dan Permukimar
atan Dinas Cipta Karya atau dengan sebutan lain.

Ayat (3]
Culaup Jelas,

Ayat (4]
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat [1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
prasarana umum, sumber daya air, jaringan tegangan tinggi,
kebencana-alaman, dan perhubungsn serta peraturan
turunennya yang berkaitar.

Ayat [5)
Yang dimaksud dengan “diatur sementara” adalah peraturan
bupati mengenal ketentuan peruntukan lokasi diberlaloukan
sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan
Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi
bersangkutan ditetapkan.




Pasal 18

Ayat (1)
Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan
peruntukan lokasi aebagai akibat perubahan RTRW, RDTR,
dan/atan RTBL dilakuksan penyesuaian paling lama 5 (lima)
tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10
(sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW
ovleh pemerinlal daerat kepada Pemilik Bangunsn Gedung,

Ayat (2}
Yang dimalsud dengan “peraturan perundang-undangan”
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi
ataun keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2}
Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas
beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pads
perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total
luas kawazan dengan tetap mempertimbangkan perunmkan
atan fungpi kawasan dan daya dukung lingkungan.
Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tingg
(lebih besar dari 60% sampai dengan 100%j), sedang (30%
sampal dengan &%, dan rendah (lebih Xkecil dari 30%).
Untulz dacrah/keawasan padat dan/atau pusat kabupaten
dapat ditetapken KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan
untuk daerah/kawasan renggang dan/fatau fungsi resapan
ditetapkan KDB rendah,

Ayat [3)
Penctapan KiB untuk suatu keawesan yang terdiri atas
beberapa kaveling/persil dapat dilalwlkan berdasarkan pads
perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total
lias kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan
atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.
Penetapan ketingpian bangunan dibedakan dalam tingkatan
ketinggian; b&ngunan rendah (jumlah lantai Bangunan
Gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah
lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai],
dan bangunan tnggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8
lant=ai].

Ayat (4]
Culup Jelas.

Ayat 5)
Culup Jelas,

Ayat [6)
Yang dimaksud dengan “diatur sementara”™ adalel peralucan
hupati mengenai ketentuan intensitas Bangunan Gedung
diberlakukan =sebagai dasar pembenian persetujuan
mendirikan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR
dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.




Paaal 20

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan’
vyaitu peraturan perundang-undatngan mengenai penataar
ruang, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Rusang, PP Nn. 15 Tahun 201 tentang Penyelenggaraan
Penatsan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN,
Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan, Perpres tentang
RTR Pulau dan Kepulauan, Perpres tentang RTR Kawasan
Strategis, Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi, Perda
Provinsi tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda
Kabupaten tentang RTRW Kabupaten, Perda Kabupaten
tentang KI'R Kawasan Strategis Kabupaten, dan Perda
Kakupaten tentang RDTR Kawasan Perkotaan.

Ayat {1)

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah
kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan
segala akibat/dampak yeng ditimbulkan yang ada di
dalamnya, antara lain kemampuan daya 1esapan air,
lketersedinan air bersih, volume limbah vang ditimbulkan.
dan transportasi.

Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan
keandalan Bangunan Gedung; keselamatan dalam hal
bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/fatau tsunsami;
kesehatan dalem hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan
sanitasi; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan,
dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses
evakuasi; kescrazian delam hal perwujudan wajah
kabupaten; ketinggian hahwa malan tingg hangunan jarak
bebasnya makin besar.

Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi
persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan
pada daerah istana Lkepresidenan, sehingga ketinggian
Bangunan Gedung di sekitarnva tidak boleh melebihi
ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan keselamatan
penerbangan, sehingga uniuk Bangunan Gedung yang
dibangun di sekitar pelabuhen udara tidak dipcrbelchkan
melebihi ketinggian tertentu.

Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area
tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman
atau prasarana/sarana publik lainnye, maka pemilik
bangunan dapat diberiken kompensasi/insentif oleh
pemerintah daerah. Kompensasi dapat berupa kelonggaran
KLB {bukan KDB}, sedangkan insentif dapat berupa
keringansn pajak atau retribusi.

Avat (2)

Pasal 21

Cukup Jelas.

Cukup Jelag.

Fasal 22

Cukup Jelaa.




Pasal 23
Cukup .Jelas.

Pasal 24

Gambar 8 sempadan nar &
“E'an pa bangu dalah sebagai berikut:

Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas,

Pasal 31
Ayat(l)
Persyaratan daerah resagpan berkaitan dengan pemenuhan
persyaratan minimal koefisien daerah hijau vang harus
disediakan, sedangkan skses penyelamatan untuk
bangunan wumum berkaitan dengan penyediaan akses
kendaraan penyclamatan, seperti kendaraan pemadam
kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak
Bangunan Gedung vang bersangkutan.




Ayat (2}

Cukup Jelas.

Fasgal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Culkup Jelas,

Pasal 34
Cukup Jelasa.

Pagal 35
Cukup Jelas.

FPaszal 36
Culup Jelas.

Pagal 37
Cukup Jelas.

Pagal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas,

Pasal 40
Culrup Jelas.

Pasat 41
Avat (1)

Culup .Jelas,

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Avyat (3)

Fasal 42

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan®
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan
hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012
leniang Izin Lingkungan, serta peraturn CUrunannya vang
berkaitan.

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang perlindungan dan pengellaan limgkungan
hidup.

Ayat (1)

Culup Jelas.

Avat {2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas,
yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Mansajemen

Kebutuhan Lalu Lintas, serta peraturan turunannya yang
berkailane.




Paaal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukuyp Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2}

Yang dimaksud dengen “kuat/kokoeh”™ adalah kondisi
struktur Bangunan Gedung yang kemungkinan terjadinya
kagagalan sruktur Bangunan Gedung sangat kecil, yang
kerusakan  strukturnya masih dalam  batas-batas
persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur
bangunan yvang direncanakan.

Yang dimaksud dengan “stabil” adalah kondisi strulktur
Bangunan Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau
tergeser selama umur hangunan yang direncanakan.

Yang  dimaksud dengan  *persyaratan kelayanan”
{serviceability) adalah kondisi struktur Bangunan Gedung
yang selain memenuhi persyaratan keselamatan juge
memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi
pengguna.

Yang dimaksud dengan “keawetan strukiur® adalah umur
atruktur yang panjang (Hft etime] sesuai dengan rencana,
tidak mudah rusak, aus, lelah (fatigue} dalam memikuyl
beban,

Dalam hal Bangunan Gedung menggunakan bahan
bangunan prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi
tersebut  harus dirancang sehingga memiliki asistem
sambungan yang baikk dan andal, serta mampn hertahan
terhadap gaya angkat pada sast pemasangan.

Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan
ketahenan bahan bangunan terhadap kerusakan yang
diakibatkan oleh cuaca, seranggsa perusak danj/atau jamur,
dan mcnjamin keandalan Bangunan Gedung scsuai umur
layenan teknis yvang direncanakan.

Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban
muatan mati atau berat sendin Bangunan Gedung dan
beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi Bangunan
Gedung.

Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain
gempa dan angin, termasuk beban muatan yvang timbul
aldbat benturan atan dorongan angin, dan lain-lain,




Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan Gedung
untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang
cukup, sshingga siruktur gedung tersebut tetap berdir
walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang
keruntuhan.

Ayat (3}

Culiup Jelas.

Avat (4}

Cukup Jelas.

Ayat (5}

Culup Jelaas.

Ayat (6}

Culkup Jelas.

Ayat (7}

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Culup Jelaa.

Ayat (9]

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Pasal 48

Cukup Jelas.

Ayat (1]

Sistem proteksi pasif merupakan proteksi  terhadap
penghuni dan harta benda berbasia pada rancangan atau
rengaturan komponen arsitektur dan strulktur Bangunan
Gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta
benda dari kerugian saat tegadi kebakarat.

Pengawuran komponen arsitektur dan struktur Bangunan
Gedung antara lain delam penggunaan bahan bangunan dan
konstruksi vyang tahan api, kompartemenisasi dan
pemisahan, dan perlindungan pada bukaan.

Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda
terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyvediaan
peralatan yang dapat bekerja baik sccara otomatis maupun
secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas
pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.
Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran ssbagai
sistem proteksi aktif antarz lain penyediaan sistem deteksi
dan alarm kcbakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam
Bangunan Gedung, alat pemadam api rinpgan, dan/fatau
sgprinkler.

Dalam hal pemilik rumah tinggal! tunggal bermaksud
melengkapi Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi
pasif danfatau aktif, maka harus memenuhi persyaralan
perencanaan, pemassngan, dan  pemeliharaan  sesuai
pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup.elns




Ayat (5]

-+

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “peraturan  perundang-undangan®
yaitu peraturan perundang-undangan rengensai
telekomunikasi, vaitu UU No. 32 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang
Telekomunikasi Indonesia, serta serta peraturan Mrunannysa
yang berkattan.

Avat (7]

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan fungsi, klasihkasi, luas, jumnlah
lantai dan fatau jumlsh penghuni tertentu harus mempunyai
unit manajemen proteksi kehakaran Bangunan Gedung

adalah:

a. bangunan umum termasuk  apartemen, YATIE

berpenghuni minimal 500 arang, atan yang memiliki luas
minimal 5.000 m?, atau mempunyai ketinggian
Bangunan Gedung lebih dan 8 lantai;

b. khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari
40 tempat tdur rawat inap, terutama dalam
mengiflentifikasi dan  mengimplementasi-kan secara
proaktif proses penyelamatan jiwa manusia;
¢. khusus bangunan industi yang menggunakan,
menyitmparn, atan memroses bahan berbahaya dan
beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau
vang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m?2, atau
beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas
areal/site minimal 5.000 m=2,
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukmp Jelas.
Pasat 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Ayat {1)
Cukup Jelax.
Ayet {2)
Bukaan permanen adalah bagian pads dinding vang terbuka
secara tetap untuk memungkinkan sirkulesi udara.
Ayat (3)
Cukup Jelas,
Pasal 53

Cukup Jelas.




 Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang
undangan” wyaitu peraturan perundang-undangan
mengensi persyaratan kualitas air minum, yaitu PF
No. 1 Tehun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Pengclahan Air Minum dan Permen Kesehatan No.
907 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan
Pengawasan Kualitas Air Minum.

Huruf b

Cukup Jelas.

Hurf o

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Culaup Jelas,

Pasal 57

Culaup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Paszal 61

Cukup Jelas.

Pasual 62

Culup Jelas,

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pagal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66
Ayat (1}

Cukup Jelas.

Cukup Jclas.

Ayat (2]

Cukup Jelas.




Ayat (4]

Cukup Jelas.
Ayat (5]

Cukup Jelas,
Avat (6]

Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pagal 69
Cukup Jelas.

Pasgal 70
Cukup Jelas,

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Culup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas,

Pasal 76

Ayat(1)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan/fatau sarana umum”
seperti jalur kanal atau jalur hijau atau sejenrismya,

Ayat {2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “di bawah air® yaitu Bangunan
Gedung yang dibangun berada di bawah permukaan air.
Yang dimaksud dengan “di atas air® yaitn Bangunan Gedung
yang dibangun berada di atas parmukaan air, haik secara
mengapung (mengikuti naik-turmnnya muka air) maupun
menggunaksn panggung (tidak mengikuti naik-turunnya
muka air)..

Ayat (4}
Yang dimaksud dengan “daerah hantaran udarm listrik
tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tingg” adalah
area di sepanjang jalur SUTT, SUTET atau SUTUT termasuk
batas jalur sempadannya.




LukKuap Jelas,

Hurul

Cukup Jelaz.

Huruf 4

Cukup Jelas.

Hurufe

Yang dimaksud dengan ‘peraturan perundang-
undangan” yaitu pcraturan perundang-undangan
mengengl pembangunsn dan penggunaan menara
telekomunikasi, yaitu Surat Keputusan Bersama 4
Menteri (Mentenn Dalam Negeri nomor 18 Tahun
2009, Menteri Pekerjaan Urnum NOINOT
¥7/PRT/M /2000, Menteri Komunikasi dan
Informatika nomor 3/P/2009 dan Kepala Badan
Koordingsi Penanaman Modal nomor 3/P;/2009)
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara Telekomunikasi.

Humif f

FPasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas,

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelzs,

Pasgal 81

Culkup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelss.

Pasal 83

Cukup Jelas,

Pasal 84

Cukup Jelss.

Pasal BS

Cukup Jelas.

Pasal B6

Culup Jelas.

Pasal B7

Cukup Jelas.

Pasal B8

Cukup Jelas,

Pasal B9

Culoup Jelas.

Cukup Jelas.




A RALMGE T

Cukup Jelas.

Paanl 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Culup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas,

Pasel 96
Cukup Jelas.

Fasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pazal 99
Cukup Jelas.

Paszal 100
Cukup Jelas,

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

FPasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 103
Culoup Jelas,

Pasal 106
Cukuyp Jelas.

Paaat 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Culaup Jelas.

Pasal 110
- Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.




Cukup Jelas.

Pagal 114
Cukup Jelas.

Pasgal 115
Cukup Jelas,

Fasal 1 16
Cukup Jelas.

Fasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas,

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.,

Pasal 132
Culup Jelas,

Paszal 133
Culup Jelas.




Pasal 134
Cukup Jelas.

Pasal 135

Culup Jelas.
Pasal 136

Cukup Jelas.

FPasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.

Paaal 139
Cukup Jelas.

Pasal 140
Cukup Jelas.

Pasal 141
Cukup Jelas.

Paszal 142
Culup Jelas.

Pasal 143
Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.
Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146
Cukup Jelas.

Pasal 147
Culcup .Jelas.

Pasal 148
Cukup Jelas,

Pasal 149
Cukup Jelas.

Fasal 150
Cukup Jelas.

Pasal 151
Cukup Jelas.

Pasal 152
Cukup Jelas.

Pasal 153
Cukup Jelas.

Pasal 154
Cukup Jelas.

Pazal 155
Cukup Jelas.




Pasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Culup Jelas,

Pasal 158

Cukup Jelas.

FPasal 15%

Culoup Jelaa.

Pasal 160

Culkup Jelas.

Pasal 161

Cukup Jelas.

Fazal 162

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas,

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas,

Pasal 166

Cukup Jelass.

Fasal 167

Culmup Jelas.

Faasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

Pasal 172

Cukup Jelaa.

Pasal 173

Cukup Jelas.,

Pasal 174

Cukup Jelas,

Pasal 175

Cukup Jelas.

Pasal 176

Cukup Jelas.

Pasal 177

Cukup Jelas.
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